 GARANSI BANK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

kan kepada sckolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwoker

Elsﬁca

G :\
Untuk v’au.m&.ﬁﬁ‘{ Sebagian S;,erm guna M@mk;cmkeh Gelar Sarjan |
lalan: [Imu Hukum [slam Program Studi Mualamah
Oleh :
ARIEF SAIFURRAHMARN
NIM. 032622005
o
~J
w
P
[S=Y
o
o
U
[
N
N
o
—
I AT | A
. y A X b _\r_ %




GARANSI BANK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

. ~“ * : ).:
PURWOKERTO

Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Hlmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh :
ARIEF SAIFURRAHMAN
NIM. 032622005

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2007



Drs. A. Luthfi H, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING
Hal : Pengajuan Skripsi

Saudara Arief Saifurrahman
Lamp : -

Purwokerto,10 Oktober 2007
Kepada,
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di

Purwokerto

Assalamu’alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan penelitian seperlunya, maka
bersama ini saya sampaikan skripsi Saudara :
Nama : Arief Saifurrahman

NIM : 032622005

Jurusan  : Syariah

Prodi : Muamalah

Judul : “Garansi Bank Dalam Perspektif Hukum Islam”

Dengan demikian, saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat

dimunaqosahkan.

Atas dikabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassala'alaikum wr. wb.

Pgmbimbing,

e

S

Drs. A. LuthfiH, M.Ag.
NIP.150252267




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PURWOKERTO
JI. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635 642 Purwokerto

PENGESAHAN
Skripsi Saudara : Arief Saifurrahman
NIM : 032622005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : GARANSI BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah di-munagosyah-kan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto di Purwokerto pada tanggal :

2 November 2007

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum Islam.
Purwokerto, 5 November 2007

Dewan Sidang Munagosyah

1 A Marwadi, M.Ag
NIP. 15025387 NIP. 150370274

embimbing

Wy

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150252267

iii



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama mentri Agama dan P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543 B/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang
pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf | Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o) Ba b be
< Ta t te
< Tsa ts te dan es
z Jim J je
z Ha h ha (dengan garis di bawah)
& Kha kh ka dan ha
) Dal d De
3 Dzal dz de dan zet
J Ra r er
J Zai z zet
e Sin s es
oR Syin sy esdaye
ua Shad Sh es dan ha
) Dhad dh de dan ha
L Tha th te dan ha
b Zha zh zet dan ha
& ‘Ain W koma terbalik di atas
¢ Gain gh ge dan ha
i Fa f ef
X Qaf q ki
4 Kaf k ka
J Lam 1 el
2 Mim m em
O Nun n en
3 Wau w we
A Ha h ha
3 Hamzah W apostrof
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S Ya y ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_— fathah a a
—_ kasrah i i
—_ dammah u u
Contoh:
g.fas = kataba i dd = yazhabu
J23= faala Jhw = swila
:),53 = zukira
2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan Gabungan
huruf Nama huraf Nama
(6 eoee Fathah dan ya ai adani
j, cooe Fathah dan wau au adanu
Contoh:
S = kaifa JB = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan
huruf

Nama

Huruf dan
tanda

Nama




| Fathah dan 3 a dan garis di

S eooe Tosee | alifatau ya atas
Kasrah dan T i dan garis di

6 90008 ya atas
Dammah dan i u dan garis di

9 eeee wau atas

Contoh:
Ja- qala 2 = gila
.- 540 S~
(sAJ) =rama d}‘.-! = yaqilu
. Ta Marbiitah

Translitrasinya untuk ta Marbiitah ada dua

1) Ta marbutah hidup hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, translitrasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, translitrasinya /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah itu ditranslitrasikan dengan ha (h).

Contoh:

° 2oy 0 -
JULYl 44’ = raudah al-athfal
= raudatul athfal
-, G Hh P -
5.3 93all A5all = a1 Madinah al-Munawwarah
= al-Madinatul-Munawarah
Al = talhah

. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dialambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam translitrasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh: 3

o
L&U = rabbana = nazzala

8 = al-birr Zeall = al-ajju

-y

@&« = nu’’ima

. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu: J! . Namun dalam translitrasinya kata sandang itu dibedakan antara
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kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranslitrasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qgamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditranslitrasikan
sesuai dengan aturan yang dugariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung.
Contoh:

A2 @ - ¢e

d; J-“ = ar-rajulu CJ‘.-!H‘“ = as-sayyidatu

2 o v s

uuuuﬂ = gsy-syamsu Pﬁn = al-qalamu

& ,a,.!i = al-badi’u M = al-

jalalu

. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar translitrasi Arab-latin bahwa hamzah
ditranslitrasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal Kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
1 {-[amzah di awal
& yal = umirt J81 = akala
2) Han}iah di tengah ,
19330 - akhusiin Qo8 - akutana
3) Hamzah di akhir

20 - & 20§
$ (g™ = syai'un ¢ 94 = an-nautu

. Penulisan Kata

Pada dasarnya sertiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan maka dalam translitrasinya ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan denga dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:

G Y aiegd A OV 9 = wa innallaha lahuwa khair ar-razigin

= wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
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MOTTO

“ORANG HEBAT ADALAH ORANG BIJAK YANG MAMPU MEMPROPORSIKAN
SEGALA SESUATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG KOMPREHENSIF.”

Fdekkdkedk

“ORANG CERDAS ADALAH DI YANG DAPAT MENETUKAN DAN
MENEMPATKAN DIMANA 1A HARUS BERUBAH DENGAN SENSITIF DAN
DIMANA 1A HARUS TETAP PENDIRIAN.”

Komprehensive Manajerial (Syamiil Idariyyah)
% Idaratul waqt
& Al-* Amaliyyatul I1d 3 riyyah
% Al-Qiyadah
% Idaratul Ijtima’at

< Al-" Amalul Muassasi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi saat ini menunjukan tingkat peningkatan yang
berarti. Tanda — tanda ini terlihat dari banyaknya transaksi perekonomian yang
beragam dan menggunakan berbagai instrumen dalam prosesnya. Instrumen
itu misalnya, L/C, Bill of Change, garansi bank dan lain sebagainya.
Instrumen tersebut digunakan dalam rangka mempermudah akses dan
penyelenggaraan sebuah transaksi perdagangan.

Garansi bank menjadi penting di era global. Karena globalisasi menuntut
cepat dan luasnya proses perdagangan. Dengan garansi bank Para pengusaha
akan merasa tenang (terutama produsen) terhadap transaksi yang telah dibuat
jika telah dijamin dengan garansi. Dengan demikian dunia usaha merasa
terbantu dengan adanya penjaminan tersebut karena dapat meningkatkan
kepercayaan dalam pemeberian kredit. Sehingga garansi bank akan
memudahkan proses transaksi di pasar global mendatang.

Kebutuhan akan likuiditas dana dalam bisnis akan sangat mempengaruhi
kelancaran aktivitas usaha. Adanya kepastian pencairan transaksi kuangan dari
pihak perbankan melalui penerbitan garansi bank memberikan kontribusi yang
urgen (penting) bagi kesinambungan kinerja dunia usaha.

Eksistensi lembaga keuangan seperti perbankan dalam sistem

perekonomian adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan




untuk masyarakat termasuk kalangan dunia bisnis. Namun dalam
pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas pada prinsip prudential
banking (prinsip kehati — hatian) untuk meminimalisasi resiko bagi pihak bank
dana masyarakat tanpa harus mengurangi efisiensi dan efektifitas penyaluran
dana termasuk dalam penerbitan garansi bank bagi pelaku bisnis yang
memerlukan fasilitas tersebut.

Dengan gambaran di atas maka jelaslah pentingnya peranan dari
perbankan (garansi) dalam perdagangan. Bank dapat melakukan proses
penjaminan atas transaksi yang sedang berlangsung atas permintaan dari
nasabah sebagai penguat kepercayaan produsen atas kredit (pembiayaan) yang
diberikan.

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi
yang berarti. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan
mengalami hambatan.! Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang
terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikut-sertakan pihak ketiga
untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah,
pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis
tersebut adalah garansi bank.? Penerbitan garansi bank merupakan salah satu
jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia

usaha.

! Ali Yafie, Figh Perdagangan Bebas, (Bandung : Mizan, 2003), hal. 84.
2 Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern., Buku ke 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2003), hal. 8.



Garansi bank sebagai salah satu perangkat yang digunakan dalam
memperlancar proses transaksi. Dilihat dari fungsi garansi bank adalah
sebagai penjaminan atau penanggung. Di era sckarang ini segala bentuk bisnis
membutuhkan jaminan kepastian dimana para pihak harus yakin akan prestasi
(kewajiban) dari masing - masing pihak, karena terkadang dalam suatu
kontrak bisnis terjadi kondisi yang membuat salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya (wanprestasi). Karena itu garansi bank berfungsi
sebagai penjamin kepastian atas kontrak yang dibuat di mana bank sebagai
pihak ketiga sebagai penjaminnya yang menjamin pembayaran atas kewajiban
pihak kedua.

Dalam perkembangannya, proses penjaminan mengandung akibat.
Mengingat proses penjaminan melibatkan dua belah pihak atau lebih maka
perlu adanya kejelasan dan keadilan, jangan sampai ada pendhaliman di
dalamnya. Akibat dari penjaminan, misalnya, nasabah memberikan jaminan
atas jasa yang diberikan oleh penjamin sebagai bentuk penguat kepercayaan,
dan risiko yang dijamin atas penerbitan garansi bank ditahan sendiri oleh
bank, sehingga dengan demikian kemampuan bank untuk menahan risiko
terbatas, begitu pula pihak penjamin harus melakukan kewajibannya sebagai
penjamin.

Selain itu, proses penjaminan menimbulkan akibat hukum. Akibat
hukum yang terjadi maksudnya adanya ikatan hukum antara terjamin dan
penerima jaminan yang melahirkan prestasi (kewajiban) satu dengan lainnya

yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat



mununtut kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelanggaran atas

perjanjian dapat dilakukan secara perdata, seperti terjadi pada kasus
penggunaaan garansi bank oleh perusahaan pengelolaan kayu di Kalimantan
Timur.?

Kondisi riil yang terjadi, praktek garansi bank tidak semuanya sesuai
dengan muamalah (syari‘ah) Islam. Perjanjian penjaminan yang harus
diberikan (disiapkan) nasabah untuk suatu penerbitan suatu garansi bank
sering menimbulkan ketidakadilan di salah satu pihak, seperti jenis kontrak
yang dibuat (kontrak baku, kontrak yang sudah ditetapkan oleh salah satu
pihak tanpa adanya tawar menawar).

Di sisi lain, sebagai penjamin tentunya bank mempunyai tanggung jawab
untuk memperlancar arus (penjaminan/pembayaran) kontrak para pihak.
Dalam prosesnya bank memberikan jasa, di mana yang termasuk di dalamnya
meliputi biaya ongkos administrasi, ongkos pemeriksaan kelayakan, dan
sebagainya oleh karena itu bank (pada saat ini) tidak begitu saja memberikan
layanannya.

Atas pemberian garansi bank, bank komersial menerima imbalan jasa
dari si terjamin berupa sejumiah uang tertentu yang disebut provisi (atau biaya
penerbitan garansi bank yang harus dibayar oleh si pemohon sebelum

penerbitan).4

3 gpam, “Penyalahgunaan Garansi Bank™, www.republika co.id.
4 Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, edisi Il,

(Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 125.



Besarnya provisi ditentukan oleh bank garansi, Secara kelembagaan,
bank dalam hal ini (upah/imbalan) telah membuat kontrak secara tertulis
secara sepihak. Kontrak tertulis tersebut biasanya bersifat baku. Kontrak baku
merupakan kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lawan
tidak memungkinkan untuk melakukan pengubahan atas form (bentuk) yang
telah tersedia.

Jumlah provisi telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan begitu jenis
kontraknya merupakan kontrak baku di mana salah satu pihak telah
menetapkan secara tertulis jenis dan besaran kontraknya, sehingga pihak
nasabah mau tidak mau (karena sangat membutuhkan) harus menandatangani
kontrak tersebut. Ini sama halnya dengan penetapan kontrak bunga pinjaman.

Muamalah Islam menghindari adanya kontrak baku. Prinsip yang

4

tertuang dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ™an taradin minkum” (suka
sama suka) menjadi pokok/prinsip kontrak suatu transaksi.’

Penetapan inilah yang menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran yang
dimaksud adanya ketidakikhlasan dan ketidakadilan. Keikhlasan para pihak
dalam suatu transaksi muamalah menjadi kunci utama, seperti disebutkan di
atas, yaitu prinsip suka sama suka. Prinsip itu akan mendatangkan keikhlasan.
Begitu pula dengan keadilan, keadilan antara dua belah pihak dapat tercapai
bila masing — masing pihak tidak terdhalimi (dirugikan). Pihak nasabah

memberikan komisi sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh bank garansi.

Begitu sebaliknya, bank menanggung resiko sesuai dengan imbalan yang

® Rahmat Syafi'i, Asas - Asas Transaksi dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia. 2000),
hal. 23.



diberikan nasabah atau lebih. Karena modal utama bank dalam hal ini adalah
kepercayaan, semakin besar kepercayaan nasabah maka bank tersebut akan
semakin terpercaya.

Berdasarkan prinsip al-Qur'an surat An-Nisa 29 dan analogi yang
dipaparkan dalam kafalah (penjaminan) apakah praktek penjaminan secara
kelembagaan serta pengembalian provisi dengan penetapan dari bank dan
tidak melalui mekanisme tawar menawar apakah sesuai dengan kaidah
muamalah Islam atau tidak.

Karena tingkat kebutuhan yang tinggi akan garansi bank (penjaminan)
dan belum adanya ketegasan serta keseragaman dalam pengaturan sekaligus
praktek penjaminan tersebut, maka perlu adanya peninjauan yang lebih
mendalam terhadap garansi bank baik itu praktek secara umum, akibat hukum,
manfaat dan mekanisme penetapan provisi yang ada.

Pejelasan peraturan di atas perlu dikaji kembali apakah sudah sesuai
dengan kaidah Islam atau belum atau malah bertentangan dan menimbulkan
ketidakadilan dan keseimbangan dalam suatu perjanjian (akad) sehingga dari
itu akan terjadi ketidaksehatan dalam perjalanan penjaminan dan
mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, ketidak-sehatan, seperti
menurunnya tingkat kepercayaan, kredibilitas bank sebagai lembaga - lembaga
keuangan dan selanjutnya akan berdampak pada ekonomi nasional.

Dari uraian di atas secara khusus penulis akan meninjau lebih jauh

tentang apakah sistem/praktek jasa garansi bank (konvensional) sudah sesuai



dengan prinsip — prinsip bermuamalah (hukum Islam) atau belum masih harus

diteliti.

B. Penegasan istilah
Untuk dapat memahami permasalahan yang akan dibahas dan dalam upaya
untuk menghindari kesalah-pahaman atau perbedaaan persepsi dalam
memahami istilah yang digunakan dalam tulisan ini maka diperlukan uraian
pengertian yang digunakan, antara lain :
1. Garansi bank _

Garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank komersial
untuk menjamin nasabah (si terjamin) memenuhi kewajiban kepada
pihak lain sesuai dengan persetujuan. Garansi bank diberikan oleh bank
kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya
menunjang nasabahnya yang akan melakukan pembelian yang tidak
membutuhkan kredit dari bank.® Pengertian tersebut merupakan maksud
yang terdapat pada penelitian ini.

2. Provisi

Provisi merupakan imbalan’ dari si terjamin berupa sejumlah uang
tertentu yang dihitung atas dasar presentase yang telah ditentukan.®

Dalam kamus hukum disebutkan provisi adalah sejumlah uang

yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa

¢ Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004), hal. 134.

” Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal.704.

8 Ibid, hal.135.



pemberian garansi bank yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu

persentase tertentu dari jumlah/nilai bank garansi menurut jangka waktu

tertentu’

3. Wanprestasi
Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi

adalah seorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak
melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi. 10 yadi wanprestasi
(yang menjadi

adalah tidak melakukan sesuatu

tanggungjawab/kewajibannya).

Dalam bukunya Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

selayaknya dan itu merupakan pelanggaran perjanj ian."’

Kesimpulan dari pengertian wanprestasi dan merupakan ynag
dimaksud dalam tulisan ini adalah tidak melakukan kewajiban/tanggung
jawab sesuai dengan apa yang diperjanjiakan, seperti yang terjadi dalam

penjaminan yaitu tidak menunaikan pembayaran (kredit) pada waktu

yang telah ditentukan.

4. Hukum Islam
Hukum Islam masalah kaidah, asas, prinsip atau aturan aturan yang

digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-

® Spam, "Kontrak Garansi Bank” wwwkamushukum.co.id.
19 A bdul Rahman R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta

: Kencana, 2005), hal. 52.
'l yahya Harahap, Segi ~ Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : PT. Alumni, 1986), hal. 60.



Quran, hadits Nabi, pendapat shahabat, tafsir maupun pendapat yang

berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.'?

Amir Syarifudin menyebutkan hukum Islam adalah seperangkat
peraturan berdasarakan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah
laku manusia mukallaf (yang dikenai/dibebani hukum) yang diyakini
mengikat unutk yang beragama Islam."®

Hasbi Ash Shiddigy menyebutkan hukum Islam sama dengan figh
Islam (hukum yang terus hidup sesuai dengan dinamika masyarakat yang
merupakan hasil penerjemahan dari wahyu dan sunnah rasul) atau syariat
Islam (hak — hak yang bersifat umum yang dapat diteruskan dalam
perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat
Islam."

Pengertian hukum Islam dalam tulisan ini sama dengan pengertian
yang disebutkan oleh Amir Syarifudin yang kemudian dipandang sesuai
pendapat Ash-Shiddigy baik secara umum maupun sempit. Berdasarkan
perincian tersebut maka yang dimaksud dengan garansi bank dalam
perspektif hukum Islam adalah pandangan hukum Islam terhadap

praktek penjaminan oleh bank komersial dalam transaksi perdagangan.

Selanjutny dalam tulisan ini hukum Islam akan disebut dengan

syari ah.

12 A bdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van

Houve,1996), hal. 575.

13 Amir Syarifudin, Ushul Figh, (Jakarta: PT. Logos Wacana llmu, 2005), hal. 6.
14 Hasbi Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

1996), hal. 29 — 30.
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C. Rumusan masalah

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah yang menjadi pokok
penelitian ini adalah terkait dengan biaya yang diambil oleh pihak bank yang

disebut provisi. Maka dari pemaparan tersebut rumusan masalah penelitian ini
adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap garansi bank?”

Lebih rinci rumusan masalah ini dan yang akan dibahas dalam tulisan ini

adalah mengenai bagaiamana pandangan hukum Islam terhadap

kontrak/perjanjian, penetapan provisi, akibat hukum dalam garansi bank?

D. Tujuan dan Manfaat

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pandangan hukﬁm Islam terhadap garansi bank yang

meliputi kontrak, penetapan provisinya dan akibat hukumnya.

2. Manfaat

a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan

khususnya mengenai garansi bank

b. Untuk memperkaya wawasan mengenai pandangan hukum Islam

terhadap penetapan provisi garansi bank.
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/ E. Tinjauan Pustaka
Penulisan karya ilmiah ini akan mendapat pembedaan dari pembaca atau

| karya ilmiah lainnya jika kemudian memaparkan atau menyajikan sesuatu
yang berbeda dari karya - kaya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Kerena
itu untuk membuktikan dan mendukung bahwa karya tulis ilmiah ini
mempunyai fokus yang berbeda dengan yang lainnya maka perlu didukung
!; oleh data yang berupa pemaparan secara garis besar dari karya tulis lainya
dengan tema yang sama yaitu perbankan syari‘ah tetapi dengan spesifikasi
permasalah yang berbeda.

Setelah mengadakan penelaahan terhadap referensi yang tersedia
setidaknya ada banyak buku yang membahas masalah perbankan syari‘ah
tetapi belum ada karya ilmiah yang membahas secara jelas, tegas dan rinci
mengenai permasalah yang penulis angkat, yaitu: praktek garansi bank
(konvensional) menurut perspektif hukum Islam.

Dari khasanah Islam ada beberapa referensi yang memaparkan tentang
penjaminan (kafalah). Dimana dalam khasanah Islam masalah penjaminan
disebut dengan kafalah yang pengertiannya lebih luas dan sedikit berbeda dari
pengertian penjaminan (garansi bank) dari perspektif teori atau hukum positif.

Garansi bank merupakan salah satu prinsip dasar operasional bank
syari‘ah yang termasuk kategori prinsip jasa/fee'> dan merupakan salah satu
jasa yang diberikan oleh perbankan.'® Karya Hendi Suhendi menjelaskan

pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam, dan pelaksanaan kafalah.

15 Djumhana, Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 87.
' Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia, edisi V1, (Jakarta: Rajawali

Grafindo, 2005), hal. 10.
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Pengertian tersebut merupakan penjelasan yang diambil dari pendapat
beberapa mazhab, tetapi dalam buku tersebut tidak ada penjelasan atau definisi
yang sesuai dengan garansi bank menurut perspektif positif. Hanya saja dari
dalil yang dipaparkan pengertian penjaminan sedikit berhubungan makna
dengan pengertian teori dan hukum positif. Dasar hukum itu diambil dari
hadits riwayat Ibnu Majah, yaitu "Bahwa Nabi SAW. pernah menjamin
sepuluh dinar dari seorang laki — laki yang oleh penagih ditetapkan untuk
menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada
penagih.”l7

Dalam pelaksaaan kafalah ia menjelaskan bahwa kafalah dapat
dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu (a) Munjaz (tanjiz), (b) Muallaq (taqliq)
dan (c) Mu aqqat (taugit). Munjaz ialah tanggungan yang ditunaikan seketika
apabila akad penanggungan terjadi, maka penagggungan itu mengikuti akad
utang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali
disyaratkan pada penagggungan. Mu alllag, menjamin sesuatu dengan
dikaitkan dengan sesuatu, seperti seorang berkata, Jika kamu mengutangkan
pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih
pada A, maka aku yang akan membayarnya.” Mu aqqat, tanggungan yang
harus dibayarkan dengan dikaitkan pada suatu waktu.'® Karya ini cukup
membantu penulis dalam menguraikan lebih mendalam tentang praktek yang
dilakukan pada garansi bank menurut hukum positif dalam penulisan karya

yang akan penulis lakukan.

'7 Suhendi, Figh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), hal. 193.
'8 Ibid, hal.195.



Syafi'i Antonio dalam Bank Syariah dari Teori ke Praktek dalam bab VIII
dari buku tersebut menjelaskan pengertian kafalah, landasan syari‘ah, jenis
kafalah. Beliau menjelaskan kafalah dengan pengertian jaminan yang
diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

| kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dan ia juga menjelaskan kafalah

dalam penegertian lain, yaitu mengalihkan tanggung jawab seorang yang

( dijamin (terjamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai

‘:' penjamin.'® Dalam buku tersebut kafilah yang terkait dengan pembahasan ini

f adalah kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan
hutang.

Gemala Dewi menjelaskan pengertian kafdGlah dari beberapa mazhab, jenis
dan penerapannya di perbankan syariah. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i
mengartikan kafalah dengan menjadikan seseorang (penjamin) ikut
bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau
pembayaran hutang.® Sementara pencrapan kafalah di perbankan syariah
dilakukan sebagaimana instrumen lain seperti murdbahah dengan sistem
operasional yang berbeda, dimana kafilah mempunyai spesifikasi dalam
penajminan hutang oleh pihak ketiga atas pihak kedua dan jenis kafalah sama
seperti disebutkan dalam buku karya Syafi'i Antonio.

Tulisan karya Simorangkir memaparkan pengertian dan contoh praktisnya

serta provisi garansi bank. la menyebutkan si penerima jaminan percaya

'° Syafi‘i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,
2004), hal. 123.

% Gemala Dewi, Aspek - Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 92 - 93.
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kepada bank sebagai penjamin mengingat kepercayaan masyarakat kepada
bank merupakan modal utama bank. Dalam prakteknya apabila terjamin
melanggar janji/pembayaran (wanbetaling), penerima jaminan percaya bahwa
bank komersial akan mengganti kedudukan terjamin untuk memenuhi
kewajibannya. Dengan demikian, penerima jamianan terhindar dari resiko
yang timbul sebagai akibat dari kelalaian terjamin.?' Selain pengertian secara
aplikatif ia juga menyebutkan adanya provisi pada praktek garansi bank. Atas
pemberian garansi bank, bank komersial menerima imbalan jasa dari terjamin
berupa sejumlah uang tertentu. Lazimnya provisi dihitung atas dasar
presentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu,
misalnya tingkat provisi %2 %, % %, atau 1% per-triwulan dan sebagainya.
Dari karya yang lainnya dalam khasanah hukum positif karya Simorangkir
cukup berkontribusi dalam penulisan karya ini karena tulisannya menyebutkan
sampai kepada contoh perhitungan praktek garansi bank dan pengambilan
provisinya.

Pemaparan yang sama disampaikan juga oleh Totok Budi Santoso dan
Sigit Triandaru dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain?. Hanya
saja mereka tidak menyebutkan perhitungan dan pembahasan mengenai
provisi seperti yang terdapat pada karya Simorangkir di atas.

Kegiatan — kegiatan perbankan di Indonesia salah satunya adalah garansi
bank. Bank menyediakan jasa penjaminan yang disebut garansi bank.”> Hal

dipaparkan oleh Muhamad Djumhana dari perspektif hukum positif tetapi

2! Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank, hal.134 - 138.
22 totok Budi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hal. 124,
23 K asmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia, hal 41 & 43.
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lebih jauh ia menyebutkan bahwa garansi bank diatur juga dalam KUH
Perdata.?* Ia menyebutkan bahwa KUH Perdata secara umum juga mengenal
bentuk perjanjian semacam garansi bank dan ketentuan — ketentuan KUH
/ | Perdata secara otomatis berlaku juga dalam perjanjian garansi bank dengan
} syarat — syarat secara khusus bagi perbankan dalam penerapan operasional
f / garansi bank. Dari buku ini penulis mendapatkan gambaran tentang ketentuan
[ | yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai tata aturan pelaksaan garansi
bank yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penelaahan praktek
o operasional garansi bank.
| Dari data pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat diambil benang
merahnya bahwa penelitian yang penulis lakukan mempunyai fokus yang
berbeda dan memiliki spesifikasi tersendiri dibanding penelitian lainnya.
Karya ini dapat merupakan pendalaman dari materi yang telah dipaparkan
sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pandangan lain

akan tema besar yang sama yaitu perbankan syari ah.

| F. Kerangka Teori

Dalam pengertian teori dan hukum positif jasa ini dikenal dengan
garansi bank. Garansi bank merupakan jasa yang ditawarkan bank dalam
menengahi suatu kontrak atau transaksi perdagangan atau bisnis.”> Sedang

dalam khasanah Islam jasa penjaminan ini sering disebut dengan kafalah *°

24 Djumhana, Hukum Perikatan Indonesia, hal. 385 -361.

%> Muhammad, Manjemen Bank Syariah, (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), hal. 103.
lihak Hasbi Ash-Shiddiqy dalam Pengantara Figh Muamalah hal. 97.

2 Ibid, hal. 87.
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dan memiliki arti yang lebih luas dari garansi bank yang ditawarkan oleh teori
positif.

Jasa garansi bank difasilitasi oleh sebuah lembaga yang memiliki
kredibilitas dalam pembiayaan (bank) untuk menengahi kontrak yang dibuat
oleh dua pihak dan bank menjadi pihak yang menjamin hutang dari pihak
yang berhutang (nasabah). Bank berfungsi sebagai pihak ketiga yang
memberikan jaminan kepada pihak pertama (terjamin) atas kewajiban
(prestasi) pihak kedua (nasabah/debitur).”’

Dalam hal ini bank memberikan jasanya dengan ketentuan — ketentuan
yang diperkirakan tidak merugikan pihaknya. Karena dalam bisnis
kemungkinan terjadinya wanprestasi pasti ada, sehingga bank sebelum
memberikan penjaminan kepada nasabah, maka ia harus melakukan klarifikasi
dan pengecekan akan kemampuan nasabah dalam melaksanakan
kewajibannya.28 Dan selanjutnya pihak bank apabila menganggap layak maka
akan memberikan penjaminan. Karena itu konsep dan praktek garansi bank
harus disesuaikan dengan konsep kafdlah, ini perlu dilakukan untuk
menhindari penzhaliman29 akibat dari tidak terpenuhinya hak para pihak.

Selain itu, secara operasional dalam pemberian garansi bank juga harus
memenuhi syarat dan rukun® (dalam khasanah Islam), seperti kejelasan hal

yang diakadkan®'. Karena garansi bank (kafalah) merupakan salah satu

27 Simorangkir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hal.135.

%8 Ibid, hal. 137.

2° Ibnu Qudamah, 4/ Mughni, (Kairo : Dar Al-Fikr, tt).hal. 343.

30 Wahbah Al-Zuhaily, 4 Figh Al Islami Wa adilatuh, (Kairo: Dar Al-Fikr. tt), hal. 131.
3 Ibid, hal. 137.

3! Sayyid Sabiq, Fihg Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal 163.
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instrumen dalam bisnis maka secara otomatis ia juga harus memenuhi
ketentuan hukum secara positif dan selanjutnya harus tidak terlepas dari asas
bisnis Islam. Tinjauan terhadap paktek operasional garansi bank yang ada saat
ini sebagai instrumen yang memperlancar suatu transaksi dagang harus
disesuaikan dengan kaidah bermuamalah (Islam). Setiap transaksi terutama
proses penjaminan dalam ruang lingkup bisnis tidak begitu saja dibenarkan
dan diberi label halal walaupun sudah sesuai dengan aturan hukum secara
umum dan legal tetapi belum tentu legal (halal) menurut kacamata Islam.
Karena itu memerlukan tinjauan dan kajian lebih mendalam dan hati — hati
dalam melihat/menetukan apakah suatu kontrak atau instrumen bisnis yang
termaksud dibolehkan atau tidak (menurut hukum Islam). Dari hukum positif
yang akan dipaparkan apakah akad/kesepakatan para pihak dalam garansi
bank dianggap telah memenuhi /mewaliki prinsip — prinsip Islam atau belum
dalam bermuamalah. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah ada praktek
garansi bank (penjaminan, secara kelembangaan, karena dalam Islam
(menurut riwayat) tidak mengenal penjaminan yang dilakukan secara
kelembagaan) yang tidak sesuai dengan hukum Islam secara luas (syari‘ah)
ataupun secara sempit (figh) yang kemudian menuntut proses perhatian yang
serius dan disesuaikan dengan kaidah muamalah Islam.

Kajian yang mendalam terhadap teori, peraturan dan praktek tentang
garansi bank umum (positif) perlu dilakukan proses peninjauan dimaksudkan
agar mengetahui secara jelas status operasionalnya sehingga tidak membawa

implikasi negatif bagi para pihak yang mengadakan kontrak dengan




18

menggunakan instrumen garansi bank. Dan bank sebagai pihak penjamin,
sejauh mana tanggung-jawab dan kewenangannya serta besarnya resiko yang
kemudian mempunyai hak atas kompensasi dari jasa yang dibérikan. Karena
itu penjélasan mengenai peraturan (regulasi), praktek opersional garansi bank
haruslah mempunyai landasan dan aturan yang benar baik dari sisi formal

(vang selanjutnya) sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Iet-erer. Objek utamanya adalah
karya ilmiah atau pustaka32 (referensi) dan kasus tertulis sebagai sumber
kepustakaan dan wacana penelaahan praktek (garansi bank) yang lebih
sering disebut dengan penelitan kepustakaan dan telaah kasus (liberary
resesarch) jenis penelitian ini yaitu data — data'yang dicari dan ditemukan
melalui, kajian pustaka dan buku yang relevarn dengan pembahasan.*?
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Jjuridis normative, dengan maksud analisis — analisis yang dilakukan dalam
penelitian ini berpijak pada teori — teori hukum. Kata normatif di sini
digunakan untuk menelaah praktek/kasus garansi bank. Karena praktek
garansi dan ketentuan hukum dalam Islam termasuk berbagai hal yang

terkait dengan masalah ekonomi dan transaksi perikatan/kontrak dagang

seperti riba dan bunga bank, gadai, murobahah, praktek garansi bank

32 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 19.
33 Jamal Abdul Aziz, Makalah Proposal, (Purwokerto: STAIN, 2005), hal. 16.



termasuk dalam hukum posistif yang berlaku dalam sistem hukum nasional
walaupun sekarang masalah ekonomi Islam sudah diatur secara nasional
1 baik oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) atau MUI (Majelis Ulama
Indonesia) dengan berbagai fatwanya. Hukum — hukum baru sebatas normal
yang berlaku bagi orang muslim yang bersedia mematuhinya® terutama
dalam perkembangan ekonomi, perbankan syariah.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada tulisan ini
adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.”®
3. Sumber Data
Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa
sumber data yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer atau data orang/sumber pertama adalah
sumber asli, baik dalam bentuk dokumen maupun sebagai peninggalan
lain.*® Data yang diperoleh secara langsung dari subjek sebagai sumber
informasi dalam penelitian.
Karena penelitan ini merupakan penelitian kepustakaan, maka
yang menjadi sumber utama adalah data — data /iterer yang berkenaan

langsung dengan pokok pemabahasan pada penelitian ini, seperti: Al-

34 Abdul Aziz., Makalah Proposal, hal. 16.

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 202.

% Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian limiah, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1994),
hal.134.
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Quran, hadits - hadits hukum, karya — karya ulama figh kontemporer
(kitab figh), fatwa — fatwa dewan syariah, Al Figh Al Islami karya
Wahbah az-Zuhaily, Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq, referensi dan
kasus yang memaparkan pokok penelitan ini, seperti buku Hukum
Perbankan di Indonesia karya Muhamad Djumhana.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder atau sering disebut data pendukung data primer
adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau sumber lain yang
mengutip dari sumber lain.’” Dan merupakan data yang tidak langsung
diperoleh langsung dari sumber utama atau subjek penelitian terkait.®®
Yang termasuk dalam sumber sekunder dalm penelitian ini
adalah buku — buku atau catatan — catatan yang menunjang serta
memberikan informasi yang mendukung atau menguatkan sumber data
yang dapat menunjang terselesaikannya penulisan karya ini.
4. Metode Anlisis Data
Dalam menganalsisi data dan materi yang disajikan, peneliti
menggunakan metode berfikir sebagai berikut:
c. Content Analisis
Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan

dilaksanakan secara objektif dan sistematis.*

37 Ibid, hal. 134.
38 Ibid, hal. 134.
3 Soejono, Metode Penelitian, Cet.l, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.
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Penulis, dalam pengertian analisis ini, menggunakan pemahaman
yang dipaparkan oleh Noeng muhajir, di mana content analysis
mencakup upaya: mengklasifikasikan tanda — tanda yang dipakai
dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam melakukan klasifikasi,
menggunakan teknik analisis tersebut untuk memebuat prediksi."'O
Metode ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis topik
pembahasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang
bagiamana pandangan hukum Islam terhadap garansi bank yang
terdapat dalam literatur dan yang digunakan dalam membahas fokus
karya ini, dan mengarahkan kepada apakah teori atau hukum positif
mengenai garansi bank sesuai dengan kaidah - kaidah muamalah

dalam Islam atau tidak terkhusus masalah penetuan provisi.

. Analisis Wacana"'

Metode ini digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi
yang menjadi perhatian, bukan hanya pesan tetapi juga makna.
Analisis wacana adalah pada muatan, nuansa, dan konsentrasi makna
yang laten (tersembunyi) dalam teks. Dengan teknik ini penulis dapat
menggali lebih dalam maksud dari informasi atau data yang diperoleh

sehingga dapat menemukan inti dari informasi dan menggunakannya.

Komparatif

Penulis akan menggunakan metode komparasi cara berfikir yang

berusaha menemukan pemecahan melalui analisis mengenai hubungan

151.

“° Noeng Mubhajir, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 23.
4! Burhan Burgin, Analisis Data PenlitianKualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal.
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sebab akibat, yaitu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena
yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lainnya®
atau membandingkan antara satu teori fakta yang lain agar penulisan
dan pembahasannya menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya.

f. Metode Mashlahah Mursalah (kesejahteraan umum)

Metode yang dimutlakkan menurut istilah ulama yaitu maslahah
di mana syar'i tidak mensyiratkan hukum untuk mewujudkan
maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas
pengakuan atau pembatalannya.”’

Metode ini dalam karya ini akan digunakan dalam penelaahan
lebih lanjut terhadap praktek operasional garansi bank dan
pengambilan serta penetapan provisinya yang dilakukan oleh bank
dengan meninjau lebih jauh dengan mengidentifikasi dari segi hukum
Islam dengan capaian kemaslahatan dalam pelaksanaan operasional

perbankan syariah dalam transaksi garansi bank.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini meliputi 5 (lima) bab. Bab
pertama, pendahuluan. Di dalamnya memaparkan gamabaran secara umum
berbagai aspek terkait dengan pengangkatan penulisan karya tulis ini. Dari sini
pembaca mendapat gambaran dan pemahaman tentang latar belakang masalah,

rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat, tinjauan terhadap pustaka yang

%2 gurahmad, Pengantar Penelitian limiah, hal. 143,
43 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah — Kaidah Hukum Islam, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1996), hal. 126.
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dijadikan tolak ukur keabsahan dan pembeda karya tulis ini dengan karya
yang lainnya, kerangka pemikiran dan pembahasan, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berkaitan dengan landasan teori sebelum membicarakan
pandangan hukum Islam terhadap garansi bank maka terlebih dahulu akan
dipaparkan mengenai penjaminan dalam hukum Islam. Dimulai dengan
pembahasan pengertian jamianan, dasar hukum penjaminan, rukun dan syarat
dan diakhiri dengan bentuk — bentuk penjaminan.

Dalam bab ketiga membahas garansi bank yang berlaku dalam
operasional pelaksanaan garansi bank secara umum yang meliputi pengertian
garansi bank, manfaat dan tujuan, kekuatan hukum garansi bank,
dampak/akibat hukum penerbitan serta mekanisme operasional garansi bank.

Bab keempat merupakan inti dari tulisan ini yaitu analisis hukum Islam
terhadap garansi bank. Analisis pelaksanaan garansi bank dari kasus umum
pekalsanaan garansi bank dan pandangan hukum Islam terhadap praktek
tersebut.

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan, saran — saran dan

penutup.
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Walaupun wacana penjaminan sudah ada sejak zaman Nabi SAW.
dengan bentuk yang sederhana, yaitu secara praktek penjaminan yang
dilakukan secara personal. Terlebih dalam perkembangan perikatan modern
hukum dan prosedur yang digunakan adalah hukum dan prosedur hukum
positif (tidak berdasar pada hukum Islam), sehingga referensi mengenai
penjaminan menurut kacamata Islam sangat terbatas. Walaupun demikian
penulis akan memaparkan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dan
bentuk — bentuk penjaminan menurut (para ahli) Islam.

Menurut pengertian syara’ kafalah merupakan proses penggabungan
tanggungan kafil (penjamin) menjadi tanggungan ashil (terjamin) dalam
permintaan/tuntutan. Dengan materi yang sama atau hutang, atau barang, atau
pekeljaan.46

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan kafalah (penjaminan)
adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab
orang yang dijamin dalam masalah hak/hutang, sehingga hak/hutang itu
menjadi tanggung jawab keduanya.*’” Maksudnya adalah hutang yang tadinya
itu menjadi tanggung jawab si penghutang utama sekarang (setalah ada
penjamin) hutang tersebut menjadi tanggung jawab dua orang yaitu si
penghutang utama dan si penjamin.

Dalamkaitan ini Syafi'i Antonio manyamakan garansi (penjaminan)
dengan kafilah dan menjelaskan bahwa kafalah merupakan jaminan yang

diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

%6 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, jilid 13, (Bandung: Pustaka, 1995), hal. 158 — 156.
47 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, hal. 847.
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kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau yang dita\nggung.48 Dalam
pengertian lain Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa kafalah juga berarti
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada
tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Tanngung jawab yang
sebelumnya dipegang oleh A, misal, sekarang berpindah menjadi tanggung

jawab si B, karena si B telah memberikan penjaminan atas

(hutang/tanggungan) si A.*
Lebih panjang lagi dijelaskan oleh Hendi Suhendi, kafalah menurut

bahasa berarti dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah

(tanggungan).so Sedang menurut istilah yang dimaksud dengan kafalah
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, kafalah memiliki dua pengertian. Yang pertama

kafalah ialah
s Nl A (S35 ) K e
“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan,

dengan jiwa, hutang atau zat benda.”

Pengertian yang kedua ialah:
il il b a3 ) B
“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal)

utang.”

8 Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal. 123.

49 Sabiq, Figh Sunnah, Hal. 157
50 Suhendi, Figh Mualah Membahas Ekonomi Islam, hal. 187.
51 wahbah az-Zuhaily, 4l Figh Al IslamiWa ‘adilatuh jitid V., hal 132. lihat pula di

Kitabul Figh “ala Madahibul Arba ah karya Abdurrahman al Jaziri, jilid I11., hal. 240.
52 Ibid, hal. 132
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2. Menurut Mazhab Maliki kafalah adalah:
gl 4ad e opaliall L 38 Lanlla GBI
V(a0 o1 ol praih (1o a8 e A A (R (S Bl g
“QOrang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban

serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang

I N
sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.” K

3. Menurut Mazhab Hambali, yang dimaksud dengan kafalah adalah:
Orsaiaall o adld) gl JRN e Gy o1
otrgall cmlial L1 (3 4 e Jmi) A5
“ltizan’” sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan
benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak
menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai
hak.”
4. Menurut Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan kafalah adalah:
) o R ) 6l B A1 e S
gy (3 (7 o Ay i
“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban)
yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau

mengahadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkan haknya.”

53 Abdurrahman al Jaziri, Kitabul Figh “ala Madahibul Arba"ah, (Kairo: Matmaba'atul

Istigamah, tt), hal. 238.

54 Ibid, hal. 247.

55 Iltizam adalah segala perbuatan atau perkataan yang menjadi sumber kehendak yang
mempunyai akibat hukum (dikutip dari Buku Hukum Perikatan Islam karya Gemala Dewi, dkk.)

* Ibid, hal. 245 — 246.
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cakupan tanggung jawab hukumnya daripada dhaman yang hanya sebatas

penjaminan secara sosial, dimana kafalah sampai kepada jaminan dalam

penuntutan kewajiban hingga ke muka peradilan® dan dalam ini lebih relevan
pada saat ini penjaminan lebih diperuntukan untuk kepentingan bisnis

(materi).

Penjelasan mengenai penjaminan (kafalah) bermacam macam. Walau
demikian tetapi terdapat satu maksud yang tersirat dalam pernyataan yang
disampaikan oleh para ulama yaitu bahwa dalam pelaksanaan kafalah atau
penjaminan terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Adanya tiga pihak (pada umumnya) atau lebih yang mendak perikatan
kafalah, yaitu pihak yang berutang, yang memberi hutang dan yang
menjamin.

2. Ada penggabungan atau pelimpahan/pengalihan tanggungan (hutang)

3. Terdapat kesepakatan (terkait dengan hal ihwal) perikatan.

Dalam Islam belum dikenal penjaminan yang dilakukan secara
kelembagaan. Penjaminan yang dilakukan pada masa terdahulu (oleh
rasulullah SAW. dan umat sesudahnya) dilakukan secara personal. Antar
personal melakukan penjaminan dalam hal muamalah bukan hanya
perdagangan tetapi masalah hutang personal yang tidak ada hubungannya
dengan transaksi perdagangan, misal, penjaminan terhadap hutang orang yang

telah meninggal.

60 Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hal 313.




B. Dasar Hukum Penjaminan

Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik (khusus) dalam al-Quran
ketentuan atau dasar tentang penjaminan akan tetapi ada beberapa ayat yang
cukup mewakili sebagai pijakan praktek penjaminan dalam muamalah Islam.
Selain diambil dari al-Quran, dasar hukum penjaminan diambil juga dari
hadits (as-Sunnah). Dalam as-Sunnah (hadits di atas), praktek penjaminan
sudah pernah dilakukan oleh rasul dan itu menjadi dasar dalam praktek
penjaminan masa kini di dunia perbankan atau khusus di lembaga penjaminan.

Dasar hukum kafalah yang termuat dalam al-Quran adalah QS. Yusuf

ayat 72:
Ul e e 4y ala (s el 1l 3651108
e )4
“Penyeru — penyeru itu berseru, “Kami kehilangan piala raja dan barang
siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat)
beban unta dan aku menjamin tehadapnya.”’

Ayat ini sesungguhnya lebih tepat digunakan dalam masalah ji'alah
(menjamin/membayar bagi orang yang mengembalikan/menemukan barang)@,
akan tetapi dalam buku yang penulis gunakan sebagai referensi tentang
kafalah (penjaminan) ayat ini digunakan sebagai landasan.

Dalam suatu hadits rasul SAW. disebutkan bahwa adanya kewajiban
pembayaran atas hutang dan barang siapa yang menjamin hutang tersebut

harus melunasinya.

61 0S. Yusuf ayat 72.
62 gulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hal.305.
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C. Rukun dan Syarat Penjaminan

Menurut hukum Islam, seorang yang menjadi penjamin harus benar-
benar mempunyai hak sipil penuh. Seorang yang sudah menikah atau bahkan
seorang yang sakit dapat menjadi penjamin sampai perluasan tanggung jawab
akan pembagian sepertiga harta.”’ Syarat ini menunjukan keharusan adanya
kesempuranaan kemampuan penjamin dalam melakukan kontrak penjaminan.

Dalam kafalah diperlukan adanya Kafil, ashil, makfil lahu, dan makful
bihi. Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan terjamin.
la wajib seorang yang baligh, berakal, berhak penuh untuk bertindak atas
hartanya. Ashil adalah terjamin. Untuk ashil tidak disyaratkan baligh, berakal.
makfil lahu adalah penerima jaminan.
Sayyid Sabiq menentukan syarat kafalah sebagai berikut:

1. Apabila terjamin tidak ada (ghaib), Kafil berkewajiban menjamin. Dan ia
tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan memenuhi hutang darinya
atau dari ashil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan
menyatakan, bebas untuk Kafil dari hutang, atau ia mengundukan diri dari
kafalah. Dia boleh mnegundurkan diri dari kafalah karena merupakan
haknya.

2. Adapun menjadi hak makfil lahu (orang yang menghutangkan/penerima

jaminan) untuk men-fasakh (menghapus) akad kafalah dari pihaknya,

67 A Rahman 1 Doi, Syariah lIl Muamalah, hal. 41.
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sekalipun orang yang dijamin dan menjamin tidak rela. Karena hak men-
fasakh ini bukan milik penjamin dan yang dijamin.®®
Ada perbedaan ulama figh dalam menetapkan rukun kafalah. Menurut

mazhab Hanafi dan sahabatnya Muhamad bin Hasan As-Syaibani bahwa

rukun kafalah adalah satu, yaitu ijab dan qabul.®’ Sedang menurut para ulama

yang lain, seperti Abu Yusuf dan jumhur ulama menyatakan rukun kafalah

ada bahwa rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjamin (penjamin), dimana ia disyaratkan sudah baligh,
berakal mempunyai hak (membelanjakan hartanya).

2. Orang yang berpiutang (Penerima jaminan), syaratnya ialah ia harus
diketahui oleh yang menjamin.

3. Orang yang berhutang (terjamin).

4. Hutang itu sendiri.
Lafadz, disyaratkan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada

sesuatu dan tidak berarti sementara.”

Lebih rinci ulama figh mensyaratan kafalah dengan rukunnya masing

— masing, yaitu:

1. Untuk kafil disyaratkan baligh dan berakal, oleh sebab itu anak kecil dan
orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan dalam masalah harta
tidak sah menjadi kafil; kafil bukan seorang hamba sahaya, Karena akad
kafalah adalah akad tabarru’ (pengorbanan secara sukarela) dan hamba

sahaya tidak cakap untuk melakukan itu tanpa seizinnya.

68 Sabiq, Figh Sunnah, hal 164,
¢ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, hal 847.

7 |bid, hal 847. Lihat pula Hendi Suhendi, Figh Muamiah, hal.191.
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2. Untuk makfil “anhu, ia harus mempunyai kemampuan untuk membayar
dan menyerahkan hutang tersebut, baik ia sendiri yang menyerahkannya
atau wakilnya. Syarat ini dikemukakan oleh Imam Hanifah. Bagi orang
yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi dan menyerahkan
hutangnya, misal makfiil “anhu wafat dan tidak meninggalkan harta untuk
pembayar hutangnya, hutangnya itu gugur. Oleh sebab itu, menurutnya,
kafalah menjadi tidak sah dengan wafatnya makfil ‘anhu. Akan tetapi
menurut jumhur ulama termasuk kedua sahabat Imam Abu Hanifah (Imam
Abu Yusuf dan Muhamad bin Hasan Asy-Syaibani) kafalah terhadap
orang yang sudah meninggal adalah sah. Sesuai dengan hadits Abu
Qatadah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam hadits itu juga
diriwayatkan bahwa rasulullah memotivasi para sahabat untuk menjadi
penjamin hutang orang yang meninggal. Di samping itu kafalah tersebut
berkaitan dengan hutang bukan orang yang berutang. Apabila seseorang
membayar hutang orang lain, maka hutang itu lunas dan orang yang
berutang tidak dapat dituntut lagi. Demikian juga menurut jumhur ulama,
apabila penjamin yang wafat; makfiil “anhu itu dikenal secara baik oleh
kafil. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang tanpa mengenal dan menyebut
orang yang berutang, maka kafalah itu tidak sah. Jumhur ulama selain
Mazhab Syafi'i, kafalah itu diketahui oleh makful ‘anhu dan disetujuinya.

3. Untuk makfil lahu (penerima jaminan) disyaratkan, penerima jaminan
jelas dan tertentu. Syarat ini disepakati seluruh ulama figh. Di samping itu

ulama mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan juga kafalah yang
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tidak jelas penerima jaminannya. Alasan mereka adalah QS. Yusuf (12)
ayat 72, menurut mereka, makful lahu dalam ayat tersebut tidak jelas, oleh
sebab itu, apabila kafil mengatakan,”Saya menjamin seluruh hutang si
fulan”, maka kafalah -nya sah; Imam Abu Hanifah dan Muhamamd bin
Hasan Asy-Syaibani menambahkan syarat bahwa makfil lahu atau
wakilnya hadir pada terjadinya akad kafalah, karena kafalah mengandung
makna pemilikan baru dianggap sah bila ada ijab qabul. Untuk
sempurnanya ijab dan qabul, maka makfiil lahu atau wakilnya harus hadir,
akan tetapi jumhur ulama termasuk Abu Yusuf tidak mensyaratkan
hadirnya makfil lahu ketika akad kafalah berlangsung; makful lahu adalah
orang berakal, syarat ini muncul akibat syarat kedua yang dikemukakan
Imam Abu Hanifah dan Asy-Syaibani di atas, karena untuk gabul
disyaratkan berakal. Akan tetapi jumhur ulama tidak mengajukan syarat

ini, karena menurut mereka makfil lahu tidak harus hadi ketika akad

kafalah berlangsung.

. Untuk malkfiil bihi (hutang itu sendiri), hutang itu menjadi tanggung jawab

makfil “anhu. Syarat ini disepakati ulama figh, akan tetapi Imam Abu
Hanifah mengatakan bahwa makfil bihi bisa berbentuk hutang, materi,
jiwa, maupun perbuatan. Menurutnya, materi yang dijamin itu apabila
bersifat amanah di tangan makfil lahu tidak bisa menjadi objek kafalah.
Yang dimaksud Imam Abu Hanifah dengan kafalah terhadap suatu
perbuatan adalah dalam rangka penyerahan barang yang menjadi

tanggungan makfil “anhu kepada malkfil lahu, seperti penyerahan barang
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yang diperjual-belikan atau barang rungguhan (rahn). Menurutnya, barang
seperti ini dan yang sejenisnya dapat digunakan sebagai objek kafalah;
kafil mampu untuk memenuhi atau melunasi makfiil bihi. Syarat ini
disepakati oleh semua ahli figh; utang (makful bihi) itu bersifat shahih dan
mengikat, tidak dapat digugurkan kecuali dengan cara membayarnya atau
melalui ibrah (pengguguran hak dari pemilik hak/kreditor).”!

Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya NO: 11/DSN-
MUI/IV/200”? tentang kafdlah, menentukan ketentuan umum dan syarat
kafalah adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang

tidak memberatkan.

3. hkafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan

secara sepihak.

Syarat kafalah menurut Dewan Syari‘ah Nasional adalah rukun dan syarat
kafalah adalah:
1. Pihak Penjamin (Kafil)

a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan

hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

2. Pihak Berhutang/terjamin (4shil, makfil ‘anhu)

7' Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam, hal 848.
72 §pam, “Fatwa tentang Kafalah”. www.dsnmui.com.
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Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
Dikenal oleh penjamin.

Pihak Berpiutang (Makfil Lahu)

Diketahui identitasnya.

Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

Berakal sehat.

4. Obyek Penjaminan/penerima jaminan (Makfil Bihi)

a.

Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa
uang, benda, maupun pekerjaan.

Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

Harus merupakan piutang mengikat (Jazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Terkait dengan nilai, status barang dalam penjaminan (masalah

hutang), disyaratkan nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya

transaksi penjaminan; barangnya diketahui, tidak sah menjamin barang yang

tidak diketahui karena itu gharar;73 dengan menyerahkan benda, yaitu

kewajiban menyerahkan benda atau barang tertentu yang ada pada orang lain,

seperti menyerahkan barang yang dibeli oleh terjamin dari penerima jaminan;

adanya resiko, maksudnya adanya penjaminan karena ada kemungkinan tidak

menunaikan kewajiban terjamin.

7 Sabiq, Figh Sunnah, hal. 163.
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Selain itu, dalam hal penuntutan kewajiban pembayaran, penerima
jaminan mempunyai kebebasan penuntutan prestasi. Tuntutan kafil dan ashil.
Apabila akad kafalah telah berlangsung, yang berhak boleh menuntut kepada
penjamin dan terjamin, sekaligus. Dan iapun boleh menuntut pada salah
seorang dari keduanya. Hal ini berdasarkan lebih dari satunya tempat haknya.
Demikian menurut jumhur ulama.

Penjamin boleh diberikan untuk suatu hutang yang belum dibayar dan
dapat dibayar pada suatu saat pada saat yang ditawarkan pada seorang yang
dapat secara lagal dianggap sah sebelum jatuh tempo. Perpanjangan waktu

dimintakan oleh penjamin yang memberikan kepada pengutang (terjamin)
kapan dibayarkan. Apabila ia bermaksud untuk membayar hutang, akan tidak
sah untuk meminta perpanjangan waktu lewat penjamin. Seorang kafil atau
penjamin dapat mengundurkan diri sepanjang penjaminan itu tidak pernah
dilaksanakan, namun dia tidak dapat menarik diri terlebih dahulu kepada
debitur yang mengambil sumpah terhadap adanya hutang. Hutang itu menjadi
masalah yang harus dibayarkan oleh penjamin. Penjamin harus dapat
menolong apabila pelakunya dapat membuktikan menjadi orang yang tidak
berhasil. Dia dapat menggugat penjamin di pengadilan mengenai apa yang
harus dibayarkan baik uang atau bentuk lain kecuali dia harus membuktikan
bahwa pembayaran itu telah dilakukan. Segala hal yang dari penunaian
kewajiban pelaku peminjaman juga membayar kewajiban kepada penjamin
(kafil). Apabila penjamin itu meninggal dunia, pembayaran itu dia jaminkan

berdasarkan harta yang dapat ditanggung. Seorang penjamin dapat digugat
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sepanjang pengutang itu hadir dan sanggup membayar. Dalam kasus di mana
banyak orang menjadikan diri sebagai penjamin bagi orang yang
mengutangkan dan bagi hutang yang sama maka kreditur hanya dapat
menuntut dari masing — masing jaminan sejumlah garansi yang telah diberikan

kecuali mereka itu bertindak secara bersama — sama dan sama — sama juga

menanggung.”*

. Bentuk — Bentuk Penjaminan
Menurut Sayyid Sabiq, dalam Islam dikenal dua kafalah yaitu kafalah
dengan jiwa dan kafalah dengan harta.” kafalah dengan jiwa dikenal dengan
jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pijhak kafil untuk menghadiran
orang yang ia tanggung kepada yang dijanjikan tanggungan (makfil lahu) dan
sah dengan mengucapkan, “Aku sebagai kafil si polan dengan menghadirkan
badannya atau wajahnya.”atau” aku menjadi penjamin”, atau “ aku menjadi
penanggung”, dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah
menyangkut hak asasi manusia. terjamin tidak mesti mengetahui persoalan,
karena kafalah menyangkut badan, bukan harta.
. Jlally A1
by ekl 51 QS o il ) (b duu S

had b o ol Pl gz sally ANSH - A5G g) g
vl

74 A Rahman | Doi, Syariah 11l Muamalah, hal.40 -41.
75 Sabiq, Figh Sunnah, hal. 41.
76 Ibid, hal. 286.
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‘ kafalah dengan harta. Adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafi/
dengan pemenuhan berupa harta. Jenis ini ada tiga macam, tetapi yang terkait
dengan pembahasan ini adalah kafalah bi ad-dain, yaitu kafalah dengan
kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam
hadits Salamah al-Akwa’, bahwa Nabi tidak menshalatkan orang yang

mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qatadah mengatakan :

el alug ade A dea i) O £ SV O Aabs o 8
Ok dgle Jaa 150038 gof Jad il agde e (o 83all e
| Wade uad 4 Jlo g

“Wahai Rasulullah, shalatkanlah ia, dan saya berkewajiban membayarkan
hutangnya.” Rasulullah kemudian menshalatkannya.”
! Abdullah Alwi memaparkan, “As for the legally of kafalah in the case

of debt, it was also reported that the phrophet was silling to be held

' responsible for the debt of a dead person.” s

! Ulama figh sepakat akad kafalah diperbolehkan karena mengandung

maksud baik, yaitu tolong menolong antar sesama manusia dalam masalah

| hutang — piutang baik yang menyangkut harta maupun jiwa.”

{
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|
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1 77 bid, hal. 286.
| ™ Abdullah Alwi, Sales and Contract, hal. 143.
. ™ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 847,
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BAB III

| GARANSI BANK

. A. Pengertian Garansi Bank

Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan antara lain

mengadakan pembaharuan, kodifikasi, unifikasi (penyamaan) hukum dibidang
tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat serta
terwujudnya hukum modern yang terbuka dan mampu menampung
perkembangan hukum yang tumbuh serta memenuhi kebutuhan masyarakat
dan menunjang perkembangan ekonomi. Dalam rangka perbaikan hukum
nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang
serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya lembaga jaminan. Karena
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit lainnya memerlukan
jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Di samping pemberian kredit secara luas nampak adanya usaha untuk
memberikan (jaminan) perlindungan dan stimulant (rangsangan) bagi
golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk mendorong
pertumbuhannya. Adanya hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi (akibat)
logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum
untuk mengimbangi laju kegiatan — kegiatan dalam bidang perdagangan

menjadi kebutuhan rakyat pada umumnya.

41
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Kegiatan perdagangan yang membutuhkan kredit, mensyaratkan adanya
jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukum
bagi pemilik modal. Di sinilah arti pentingnya (lembaga)
jaminan/penjaminan.80 Di kalangan masyarakat terutama para usahawan
dikenal garansi bank atau jaminan bank.

Kata garansi berasal dari bahsa Belanda garantie yang artinya jaminan.
Garansi bank artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank
komersial. Maksudnya, bank menjamin nasabah (si terjamin) memenuhi suatu
kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.®’

Garansi bank yang diberikan oleh bank komersial itu merupakan salah
satu tugasnya selain memberikan jasa — jasa lainnya. Garansi bank diberikan
oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang
sifatnya menunjang nasabahnya yang akan melakukan pembelian yang tidak
membutuhkan kredit dari bank.

Garansi bank secara sederhana artinya garansi atau jaminan yang
diberikan oleh bank. Jadi bank menjamin yang maksudnya bank menjamin
untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari
ternyata tidak memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sebagaimana
telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera
janji terhadap pihak lain.

Dalam pemberian garansi bank ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin

80 BPHN, Seminar tentang Hipotik dan Lembaga Jaminan Lain, (Y ogyakarta: Bina Cipta,

1978), hal. 29.

8! Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank, hal. 123,
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2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut tferjamin (debitur)
3. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerima Jjaminan
(kreditur)®?

Garansi bank, bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu
pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk
mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban
terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat — syarat tertentu
berupa garansi bank bila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi
kewajibannya kepada penerima jaminan.

Penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin mengingat
keprecayaan masyarakat terhadap bank merupakan modal utama bank.
Apabila terjamin melanggar janji/pembayaran, penerima jaminan percaya
bahwa bank komersial akan menggantikan kedudukan terjamin untuk
memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerima jaminan terhindar dari
resiko yang timbul akibat dari kelalaian terfjamin.

Penerima jaminan percaya terhadap garansi bank karena bank sebagai
suatu lembaga keuangan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat
berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimiliki. Oleh karena itu, apabila
terjamin cidera janji yang berarti tidak menunaikan prestasi sebagaimana telah
diperjanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan
diri resiko yang timbul sebagai akibat dari lalainya terjamin kerena resikonya

beralih ditanggung oleh bank.

82 1id, hal. 123. Lihat pula Thomas Suyatno dkk., Kelembagaan Perbankan, (Jakarta:

Gramedia, 1996), hal: 59.



Apabila di kemudian hari terjamin ternyata cidera janji, maka bank
sebagai penjamin menggantikan kedudukannya dan oleh karena itu membayar
sejumlah uang kepada penerima jaminan. Sejak saat dilaksanakannya
pembayaran itu, maka hubungan anatara penjamin dan terjamin berubah
menjadi hubungan anatara pihak yang memberikan kredit (kreditur dan pihak
yang menerima kredit (debitur). Berdasarkan kejadian semacan ini, maka
dapat dikatakan bahwa garansi bank tidak lain adalah suatu bentuk kredit yang
terwujudnya bergantung pada suatu di waktu mendatang. Hal ini mendorong
bank dalam mempertimbangkan pemberian garansi bank dipengaruhi oleh hal
— hal yang menyangkut:

a. Kemungkinan — kemungkinan yang dapat timbul diwaktu mendatang, dan
b. Sampai sejauh mana pihak atau perusahaan itu mempunyai nilai kelayakan
menerima kredit bank.*’

Karena itu, hubungan kredit itu tidak akan timbul apabila atas pemberian
garansi tadi bank tidak meminta sebuah jaminan lawan kepada seseorang atau
perusahaan yang meminta penjaminan dari bank. Dengan begitu bank
biasanya meminta kepada terjamin untuk disediakan jaminan lawan yang
cukup nilainya dan bank mencairkan jaminan lawan tersebut (terkait dengan
jaminan lawan akan dijelaskan pada uraian selanjutnya di dalam bab ini).

Garansi Bank dalam Hukum Pedata

%3 Huyarso dan Achmad Anwari, Garansi Bank Solusi Dunia Usaha, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1981), hal. 11.
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Garansi bank, jasa layanan perbankan ini selaras dengan amanat pasal 1
butir 2 Undang — Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank umum
adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“

Dalam hukum positif yang temaktub dalam KUH Perdata, kesepakatan
pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam
suatu perjanjian yang disebut perjanjian garansi bank pasal 1824 KUH
Perdata,®® pasal tersebut menentukan bahwa penaggungan (jaminan) harus
ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana
lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta
tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat
perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank
kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Begitu pula disebutkan dalam pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret
1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh

lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan :

Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan
bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak
yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji
(wanprestasi).

Dalam hukum perdata, garansi bank masuk kedalam bahasan
penjaminan oleh seseorang. Jaminan seseorang atau borgfocht. Jaminan yang

diberikan kepada kreditur bukan benda, tetapi “perseorangan” yakni seorang

8 NMuhamad Djumhana, Hukum Perikatan Indonesia, hal. 263.
85 Soedharyo Soimin, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,

2004), hal. 451.

8 Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, hal. 357.
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pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa — apa, baik terhadap
debitur maupun kepada kreditur, dengan sukarela memberikan jaminan
kepada debitur, Jaminan yang diberikan itu berupa pernyataan bahwa terjamin
dapat dipercaya melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat,
bila terjamin tidak mungkin melaksanakannya penjamin bersedia untuk
melaksanakan sendiri kewajiban tersebut. Dengan persayaratan bahwa
penjaminan yang diberikan orang tadi kepada penerima jaminan, berarti dia
telah "mengikat diri” untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nanti
debitur sendiri tidak melaksanakannya.®’

Dari penejelasan tersebut dapat dilihat bahwa, apa yang menjadi “isi”
penjaminan tersebut. Isi penjaminan tersebut adalah suatu persetujuan dimana
pihak ketiga untuk kepentingan penerima jaminan dan berjanji mengikat diri
akan memenuhi kewajiban terjamin, jika terjamin sendiri tidak sanggup
memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Hal ini senada dengan maksud pasal 1820 KUH Perdata.®® Dari rumusan

di atas terdapat tiga ciri, yaitu :
1. Ciri sukarela. Seorang pihak ketiga yang sama sekali tidak mempunyai
urusan dan kepentingan apa — apa dalam suatu pesetujuan yang dibuat
antara penerima jaminan dan terjamin, dengan sukarela membuat
“penyataan mengikat diri” akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian,
apabila nanti terjamin tidak melaksanakan kewajibannya terhadap

penerima jaminan.

87 Yahya Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 315.
8 Soedharyo Soimin, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika,

2004), hal. 451.
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2. Ciri subsidair®® Yakni dengan adanya pernyataan mengikat diri

memenuhi perjanjian dari pihak borg/penjamin, seolah — olah konstruksi
perjanjian dalam ini menjadi dua, tapi saling bertindih. Yang pertama ialah
perjanjian pokok itu sendiri anatara terjamin dan penerima jaminan.
Perjanjian yang kedua, yang dianggap sebagai perjanjian subsidair ialah
perjanjian jaminan tersebut antara kreditur dan penjamin.

Ciri subsidair-nya tidak akan nampak jelas pada saat tibanya
pelaksanaan perjanjian, yaitu penerima jaminan dapat menuntut pelaksaan
baik terhadap terjamin maupun penjamin. Atau jika terjamin tidak dapat
melaksanakan sendiri pejanjian, kreditur dapat menuntut pelaksanaan
kepada penjamin. Jika diperhatikan seolah — olah penjaminan/borgrocht

ini terdiri dari perjanjian primer dan subsider. Sebab persetujuan borg
tiada lain daripada persetujuan yang melekat pada perjanjian pokok. Dan
sifat melekatnya perjanjian borg, benar — benar “identik” dengan
kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pokok. Karena itu jika penerima
jaminan sendiri tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada penerima
jaminan, maka penjaminlah yang wajib melaksanakan. Dengan demikian
secara subsidair, penjamin terikat kepada perjanjian yang dibuat oleh
penerima jaminan dan terjamin. Apabila terjamin tidak melaksanakan
kewajibannya, penjamin wajib dan terikat melaksanakan perjanjian.”
Namun demikian, pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada

penjamin adalah merupakan pelaksanaan “bersyarat”. Syarat tersebut

% Sudaryono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 184,
% Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 316.



47

2. Ciri subsidair® Yakni dengan adanya pemyataan mengikat diri
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penjamin adalah merupakan pelaksanaan “bersyarat”. Syarat tersebut

8 Sudaryono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 184.
% Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 316.
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ialah, apabila terjamin tidak dapat melaksanakan sendiri kewajibannya

terhadap penerima jaminan.

. Ciri assesoir.”' Sebenamya dengan memeperhatikan ciri subsidair di atas,

sudah jelas nampak ciri assesoir yang melekat pada perjanjian penjaminan
ini. Artinya perjajian pejaminan hanyalah “perjanjian sampingan” yang
melekat pada perjanjian pokok. Apabila terjamin dapat melaksanakan
kewajibannya, maka hapuslah kewajiban penjamin.

Ciri asssesoir ini salah satu essensi (unsur penting) dalam perjanjian
penjaminan (garansi), yaitu tidak ada jaminan (borg) tanpa persetujuan
pokok “yang sah”. Jika perjanjian pokok yang dijamin oleh penjamin tadi
tidak sah menurut hukum, dengan sendirinya penjamin tersebut tidak ada
atau batal, karena penjamian (garansi) hanya dapat melekat pada
perjanjian yang sah, akan tetapi bila perjanjian pokok dapat dibatalkan
karena alasan “kedudukan tertentu” dari salah satu pihak, perjanjian
penjaminan dianggap berlaku. Misalnya, terjamin yang dijamin oleh
penjamin tadi terdiri dari saorang yang masih di bawah umur. Berarti tidak
ada alasan untuk membatalkan perjanjian pokok berdasarakan alasan tidak
cakap dalam mengikat perjanjian bagi orang yang belum dewasa. Maka
dalam hal ini, sekalipun perjanjian pokok dapat dibatalkan, tidak dengan
sendirinya penjaminan batal selama perjanjian pokok itu belum di

batalkan.

B V.

%! R. Subakti, Jaminan — Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia,

{(Bandung: Alumni, 1978), hal. 32.
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4. Penjamin secara resmi hapus, apabila perjanjian pokok telah terhapus.

Disinilah letak utama dari ciri assesoir tadi. Ini memandakan bahwa
perjanjian penjaminan itu tiada lain dari perjanjian sampingan yang
menempel pada perjanjian pokok. Jaminan dengan sendirinya gugur

apabila perjanjian pokok gugur.”?

B. Manfaat dan Tujuan Garansi Bank

Tujuan garansi bank adalah:

1.

Garansi bank untuk penyerahan barang — barang, baik barang — barang
yang dibiayai dengan kredit bank maupun tidak. Misal, dalam pembelian
barang garansi bank yang diberikan kepada supplier/pabrik sebagai
jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang
dijamin oleh bank.”

Garansi bank untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean atas
barang — barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh importir

Garansi bank untuk pengeluaran barang — barang yang L/C-nya belum
dibayar penuh oleh importir

Garansi bank untuk mengikuti zender pembangunan proyek yang dikenal
dengan tender bond atau bid bond. Garansi bank ini erat hubungannya
dengan kesediaan terjamin sebagai peserta fender untuk melaksanakan

pembangunan proyek apabila dapat memenangkan tender.

92 Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 317.
9 Totok Budi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hal. 127.
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5. Garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan

ketentutan yang telah diperjanjikan antara tejamin dengan pemborong
pekerjaan pembangunan proyek dan pemberi pekerjaan borongan yang
dikenal sebagai performance bond atau contract bond. Bagi pemberi
pekerjaan borongan, garansi bank ini dimaksudkan untuk menutup resiko
apabila sebelum pekerjaan borongan itu selesai, ternyata pemborong
pekerjaan cidera janji.

Garansi bank untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena
pelaksanaan suatu kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu, yang
dikenal dengan indemnity bond.

Garansi bank untuk keperluan membayar uang muka sehubungan dengan
suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai advance payment guarantee.
garansi bank diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor,

dalam hal ini pihak yang dijamim adalah kontraktor.”*

Manfaat garansi bank bagi bank adalah:

1.

Penerimaan berupa biaya administrasi (provisi/komisi) yang merupakn fee
based income bagi bank

Pengendapan dan storjam yang merupakan dana murah bagi bank
Memberikan layanan kepada nasabahnya sehingga nasabah bisa lebih

loyal kepada bank.”®

% Huyarso, Garansi Bank Solusi Dunia Usaha, hal.12. Lihat pula Simorangkir,

Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank, hal. 125.

95 Totok Budi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hal. 127.
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C. Kekuatan Hukum Garansi Bank

Hubungan Kreditur dengan Penjamin

Seperti telah dijelaskan di atas, kewajiban utama dari penjamin adalah
memenuhi pelaksanaan perjanjian, apabila debitur utama tidak melaksanakan
sendiri pemenuhan perjanjian.

Memang pada prinsipnya, yang pertama harus ditagih penerima
jaminan, tentulah terjamin. Apabila penagihan itu ternyata gagal, berulah
tagihan pelaksanaan perjanjian dapat dituntut dari pihak penjamin. Atau dapat
dipertegas, pada saat pelaksanaan perjanjian sudah dapat ditagih, penerima
jaminan pada saat tersebut berhadapan dengan dua orang terjamin, yaitu
terjamin utama dan terjamin yang berkedudukan sebagai penjamin. Terhadap
kedua orang terjamin ini, penerima jaminan dapat memilih siapa di antara
keduanya diajukan tuntutan pelaksanaan prestasi perjanjian. Atau penerima
jaminan ~menuntut debitur utama dan penajmin secara tanggung —
menanggung berkewajiban atas pelaksanaan prestasi perjanjian.’®

Akan tetapi atas kedudukan tanggung — menangung ini, penjamin
mempunyai beberapa hak yang erat hubungannya dengan penerima jaminan.
Hak — hak tersebut dapat digunakan sekedar untuk menghindarkan diri dari

kewajiban memikul beban utama dan meletakan beban tagihan secara

keseluruhan atau sebagian kepada terjamin dan penjamin.

%, Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan tertentu di
Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 202. Lihat pula Yahya Harahap, Segi ~ Segi Hukum

Perjanjian, hal. 321.
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1. Hak untuk menuntut lebih dulu® (voorrecht van uitwinning, pasal 1831)

Hak untuk menuntut lebih dulu ini adalah agar harta terjaminlah
yang lebih dahulu disita untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Tidaklah
langsung dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan penjamin. Barulah
nanti penyitaan dapat dilakukan terhadap harta penjamin untuk menutupi
kekurang, apabila harta kekayaan terjamin tidak mencukupi. Hanya
kekurangan itu sajalah yang dibebankan kepada penjamin. Jika harta
kekayaan debitur mencukupi untuk melunasi tagihan, harta penjamin harus
bebas dari penjualan dan penyitaan.

Pasal 2 butir 2 SKBI mengatur syarat minimal dalam garansi bank

sebagai berikut :

Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran
dengan terlebih dahulu menyita dengan menjual benda — benda
terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal

1831 KUHPerdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank)

melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda —

benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk
melunasi hutangnya vide pasal 1832 KUHPerdata.

Hak untuk menuntut lebih dahulu kekayaan terjamin harus diajukan
oleh penjamin sebagai “jawaban pertama” pada persidangan di muka
hakim. Apabila ia lalai mengajukan dan baru kemudian diamajukan pada
sidang atau jawaban berikutnya, maka hak untuk menuntut lebih dulu
kekayaan terjamin, tidak dapat diterima atau harus dinyatakan nier

onvankeijk verklaring (pasal 1833).

7 Surbekti, Jaminan — Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia hal.

36. Lihat qgula Yahya Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 321,

Spam,Syarat Minimal Garansi Bank, www.bi.go.id.
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Selanjutnya hak untuk lebih dahulu menuntut harta kekayaan

terjamin yang ada pada penjamin, menjadi gugur apabila:

a.

Dalam surat jaminan itu sendiri, penjamin telah melepaskan haknya
untuk mendahulukan penyitaan atas harta kekayaan debitur

Penjamin sendiri telah mengikat diri bersama — sama dengan terjamin
secara tanggung — menanggung atas segala akibat yang timbul dari
perjanjian

Terjamin dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang megenai
keadaan pribadinya sihadapan persidangan (misal, eksepsi karena
dibawah umur dan lainnya)

Terjamin jatuh pailit

Penjamin itu sendiri berkedudukan sebagai penjamin atas perintah

hakim (lihat pasal 1824)”

. Penjamin mempunyai hak eksepsi'®

. Hak untuk menggunakan pembuktian

Berhubungan erat dengan hak eksepsi yang diberikan undang —

undang kepada penjamin, maka sudah sepantasnya pula diberikan hak

kepada penjamin untuk mengajukan pembuktian untuk membela diri

terhadap penerima jaminan. Hanya pembuktian yang dapat diajukannya

terhadap penerima jaminan hanya sebatas sepanjang pembuktian yang

dapat dipergunakan oleh terjamin. Jadi pembuktian yang dapat dajukan

% Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 322.
1% 1bid, hal 323.
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penjamin hanya terbatas atas segala pembuktian yang ada hubungannya

dengan penjaminan.'®'

D. Dampak/Akibat Hukum Penerbitan Garansi Bank
Garansi bank merupakan perjanjian buntut (accessoir). Dari sini dapat
diketahui posisi garansi bank. Karena garansi bank merupakan perjanjian
buntut, maka berakhirnya garansi bank ialah karena berakhirnya perjanjian
pokok atau karena sesuai dengan perturan yang ditetapkan dalam garansi bank
itu sendiri. Dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penaggungan
utang (borgtocht), sehingga oleh karena itu bank bertindak sebagai
penagggung.

Di dalam KUH Perdata, Buku III, Bab XVII, pasal 1820 — 1850 hanya
diatur masalah penanggungan hutang secara umum. Jadi, yang diatur terutama
masalah akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang. Ketentuan —
ketentuan mengenai bentuk maupun syarat — syarat umum yang perlu dimuat
dalam warkat atau perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu,

pemerintah atau Bank Indonesia (BI) memberikan pedoman tentang syarat —
syarat yang harus dipenuhi dalam suatu garansi bank, yaitu:
Bank — bank pemerintah dilarang memberikan garansi bank kepada
lembaga — lembaga keuangan bukan bank sehubungan dengan surat — surat
berharga (dalam mata uang rupiah) seperti wesel, promes, dan lainnya

yang sejenis yang dikeluarkan oleh perusahan — perusahaan dan yang
dapat diperdagangkan dalam pa:gazlr uang. Larangan itu tidak berlaku bagi

bank swasta nasional dan asing.

1! 1bid, hal 323.
192 pyidik J. Rachbini dkk., Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, (Jakarta:

Mardi Multo, 2000), hal. 97.
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Yersetujuan Penjaminan Garansi

(i:}ijransi merupakan salah satu bentuk penjaminan yang tunduk pada

fan| pranjaminan pada umumnya. Dengan begitu cara persetujuannya-

enigacu pada ketentuan tersebut.

!
;z;.éﬁdapun cara dan bentuk persetujuan garansi adalah “bebas”.

agjuan ini tidak memerlukan persetujuan khusus'®. Yang pokok adalah
rmfn harus dinyatakan secara tegas oleh si terjamin. Penjaminan tidak

-
,.vv.ﬂidasarkan atas anggapan belaka (pasal 1824). Oleh karena itu

ﬁiljuan penjaminan tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi karena

ang segala Sesuatu membutuhkan pembuktian, maka yang lazim konrak

gkan secara tertulis.

|

[si persetujuan penjaminan; boleh merupakan pernyataan hanya untuk

jian saja dan boleh juga untuk keseluruhan pelaksanaan kewajiban

min. Yang dilarang ialah pernyataan penjaminan melebihi kewajiban
|
minin.

Pernyataan penjaminan harus tegas, yakni berupa penegasan

nyataan kehendak” akan kesanggupan memberikan penjaminan kepada

litur atas pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Seperti telah dikemukakan, pada umumnya penjaminan ini merupakan
setujuan sepihak yang datang dari penjamin dengan suatu pernyataan
endak sendiri. Penjamin datang menyatakan kesanggupan kepada

erima jaminan untuk memenuhi persetujuan apabila nanti terjamin tidak

103 Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 317.
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Cara Persetujuan Penjaminan Garansi

Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan yang tunduk pada
peraturan pranjaminan pada umumnya. Dengan begitu cara persetujuannya-
pun mengacu pada ketentuan tersebut.

Adapun cara dan bentuk persetujuan garansi adalah “bebas”.
Persetujuan ini tidak memerlukan persetujuan khusus'®. Yang pokok adalah
penjamin harus dinyatakan secara tegas oleh si terjamin. Penjaminan tidak
boleh didasarkan atas anggapan belaka (pasal 1824). Oleh karena itu
persetujuan penjaminan tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi karena
sekarang segala Sesuatu membutuhkan pembuktian, maka yang lazim konrak
dilakukan secara tertulis.

Isi persetujuan penjaminan; boleh merupakan pernyataan hanya untuk
sebagian saja dan boleh juga untuk keseluruhan pelaksanaan kewajiban
terjamin. Yang dilarang ialah pernyataan penjaminan melebihi kewajiban
terjaminin.

Pernyataan penjaminan harus tegas, yakni berupa penegasan
“pernyataan kehendak™ akan kesanggupan memberikan penjaminan kepada
kreditur atas pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Seperti telah dikemukakan, pada umumnya penjaminan ini merupakan
persetujuan sepihak yang datang dari penjamin dengan suatu pernyataan
kehendak sendiri. Penjamin datang menyatakan kesanggupan kepada

penerima jaminan untuk memenuhi persetujuan apabila nanti terjamin tidak

13 Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian, hal. 317.
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melaksanakan persetujuan. Untuk pernyataan kesediaan menjamin terjamin

kepada penerima jaminan, penjamin tidak memperoleh tegenprestasi (surat

keterangan persediaan), baik dari pihak terjamin maupun penerima jaminan.

Posisi si penjamin semata — mata tidak lain daripada memberi kepastian

kepada penerima jaminan akan terlaksanya pemenuhan prestasi yang

diperjanjian. Yang menempatkan diri si penjamin tadi sebagai “pelaksanaan

subsidair” atas terjamin.

Tanggung jawab penjamin.

a. Jaminan hanya untuk sebagian kewajiban saja. Maka dalam hal ini hanya
bertanggung jawab sepanjang bagian yang dijaminkan saja

b. Jaminan atas seluruh kewajiban yang disebut dalam perjanjian pokok.
Dalam hal ini penjamin hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kewajiban pokok yang dimaksud

c. Jaminan tidak hanya terbatas pada perjanjian pokok, tetapi meliputi akibat
sampingan yang timbul akibat perjanjian pokok tersebut. Maka dalam hal
ini kita harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1825, yakni apabila
jamianan tidak hanya pada perjanjian pokok berarti tanggung jawab
penjamin meliputi segala kewajiban debitur. Termasuk kewajiban yang
timbul “sebagai akibat™ yang melekat pada perjanjian pokok yang meliputi
segala biaya yang dikeluarkan pihak lain dalam masalah operasional,
seperti menegur si penjamin. Hal ini tidak di larang, sebab tanggung jawab
demikian jelas tidak melebihi kewajiban debitur. Sedang yang dilarang

adalah tanggung jawab penjamin yang melebihi tanggung jawab terjamin.
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Jika demikian jelaslah banwa jaminan yang diberikan penjamin
hanya sebatas mengenai hutang pokok tanpa memasukan atau menyebut -
nyebut jaminan atas segala akibat yang timbul dari hutang pokok tadi.
Tanggung jawab penjamin hanya terbatas maksimum sebesar hutang
pokok saja. Akan tetapi jika jaminan itu tidak terbatas, maka si penjamin
bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari hutang pokok yang
dimaksud. Termasuk biaya perkara menggugat terjamin, segala ongkos
yang berhubungan dengan biaya eksekusi, pelelangan dan ongkos yang
dikeluarkan untuk menegor/menagih penjamin atas pelaksanaan jamianan
yang telah disanggupinya.'04

Jaminan Lawan Untuk Garansi Bank

Pemberian penjaminan tidak begitu saja diberikan tetapi biasanya
terdapat jaminan lawan (jaminan dari debitur/peminta penjaminan). Jaminan
lawan diminta oleh pihak bank karena mungkin dapat terjadi bahwa terjamin
tidak menepati janji (wan-prestasi), sehingga dapat menimbulkan kewajiban
membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan
jaminan. Apabila pemberian jaminan dilakukan secara berlebihan, sedangkan
terjamin ternyata melakukan cidera janji, maka hal ini dapat mengganggu dan
membahayakan likuiditas dan solvabilitas bank serta lembaga keuangan yang
bersangkutan.105

Atas jaminan yang diberikan oleh bank dituntut adanya jaminan lawan

dari pihak terjamin. Besarnya nilai jaminan lawan ini hendaknya memenuhi

1% Ibid, hal. 319.
19 Huyarso dan Achmad Anwari, Garansi Bank Solusi Dunia Usaha, hal. 15.
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an

ch dari pihak yang dijamin dan mem
yang mungkin timbul dan diderita oleh

lawan yang diperol punyai nilai y

ang
dai untuk menanggung kerugian
a di kemudian hari bank tern

nsi bank yang telah diberikan.

mema
yata harus melakukan

pihak bank apabil

sehubungan dengan gara
bersifat material dan immaterial. Hal ini tergantung

hadap kemungkinan terjadinya resiko di

pembayaran
Jaminan lawan dapat

pada penilaian pank bank terhadap ter
a masa mendatang. Apabila jaminan lawan bersifat material, maka bank

mas
gikatan jaminan lawan akan dilakukan

pemlanan dan pen

yang berlaku dan disertai dengan tindakan —

dapat melakukan

sesuai dengan ketentuan hukum

dapat dimengerti bahwa garansi bank bagi

ung resiko di masa mendatang apabila

tindakan lawan Jainnya.

jan tersebut di atas,

Dari ura
kannya mengand
. iadi dapat dimengerti

yang mengkin diwaktu mendatang.

g mengeluar
i bahwa karenanya bank

bank yan

si resiko atas pengeluaran garansi bank, bank

ntuk membata
mberikan jaminan lawan (c

ounter

am]n untUk me
a sekurang ~ kurangn

an tercantum dalam garansi bank.

ya sama dengan jumlah

¢) yang n

itetapkan sebagal jaminan d

g tunai atau lainnya, seperti dana giro,

awan ini dap
an harta kekayaan.
k selalu berpedoman pada

_ peraturan yang ditetapkan oleh




39

aziman yang berlaku di kalangan

ah dan Bank Sentral serta kel

pemerint

perbankan. Oleh karena bank mengandung suatu tingkat resiko tertentu

ka pertimbangn mengenai resiko ini perlu dilakukan

(degree of risk), ma
maka dalam pemberian garansi bank

Dalam mempertimbangkan resiko ini,

si terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau juga

ree. Tersedianya counter guarantee ini dinyatakan

disebut counter guaran

yang dianggap cuku

an lawan itu antara lain dap

p oleh bank.

dalam nilai tunai
at berupa:

Bentuk — bcntukjami

|. Uang tunai yang Jisetor kepada pank yang bersangkutan
2. Dana giro yang dibekukan
3. Deposito
4. Surat —surat perharga
ak, harta tak berwujud

5. Harta kekayad® perupa barane bergerak, tak berEet
K — hak Jain yang sifatnya serupa dengan itu

seperti tagihan dan ha
6. Harta kek yaan [ain yang dapat diterima oleh bank yang bersangkutan.'®
arta keka
i i di ‘umlah garansi bank
hari — har! dikenal dua macam jumlah g ank
Dalam praktek s€
yaitu
: ta
{. Jumlah garansl pank yang € p
i ba yang berubah (dan pada umumnya menurun).
2. Jumlab garans o
nsi pank yang jumlahnya tetap, maka jaminan lawan
palam hal gar .
. dan nilainya ditentukan oleh bank adalah

oleh terjamin




|
|
|
1
1

1. Apabila jaminan law

. Apabila jaminan lawa

lawan yang

bank yang persangku

nilainya sekuran

Jumlah nila! l
Jumia
= Jaminal Lawal T iem
Tetap Menurun

an berupa uang tunai yang disetorkan ke bank yang

gkutan, maka jumlahnya harus sama dengan jumlah garansi bank

n lawan berupa dana giro yang dibekukan atau

bersan

Begitu juga apabila jamina

to atau surat berharga, maka jumlah nilainya harus sama

berupa deposi

dengan jumiah garansi bank.
n berupa harta kekayaan lai

garansi pank. Dalam pada itu, apabila

n, maka jumlah nilainya

sar 150% dari jumlah
parang — barang yang
yang disetujui oleh bank yang

harus sebe
dapat diasuransikan, harus

jaminan lawan berupa
diasuransikan kepada perusahaan asuransi
bersangkutan. Dalam polis asuransinya harus ditambahkan banker's
i asuransinya menjadi tanggungan terjamin.

garansi bank jumlahnya menurun,
i yang disetorkan ke

clause. Adapun prem
maka apabila jaminan

disediakan ole
pa dana giro yang dibekukan, jumlah

tan atav beru
umlah garansi bank.

ya samd dengan j

g kurangn
ebagai berikut:

put di atas: dapat dibuat table, s

Dari uraian terse
minan lawan garansi bank

. masing ~ masng jenis 2
h Garansi Bank

Jenis
(%) (%)
100 100

]
100




61

R
100

DePQ‘iilo
— |

R
100

Barang bergerak ——=TFm |
150
Harta t
- o * _'_-._—_F_.__—_—_—_—_F
ak berwujud, sepert! tagihan dan hak 150 — |

erupa dengan itu
__-—-——'—_'__'_'——__

s h %
ak lain yang gifatnya s
/
150

yang dapat diterima

F
lartakekayaan lain

// ]
7 bond, advance ~Jumlah

R ——
rformance pond, pid
garaﬂsi

payment bond
(ditinjat kasus

demi kasus)

menuhi suatu keperluan

Timbul Aki

k diminta ©

Biaya Yang

Garansi ban

te
rtentu. Apabila nasabah

d )
apat dipenuhi karenamya-t
a suaty

t
ertentu yang harus
n adanyd ke

Bank dalam

pemberian garans! pan
. it
terjun ke dalam Kkanc@

kemudian hari- Hal Semacam
it "
rbanan demlklan pank

k. ;
arena itu atas PENE°




e —— s
U — o

il

D mt——t e

62

~ terjamin (nasabah). Balas jasa 1M merupakan kompensast dari resiko bank
yang mungkin akan terjadi di masa datang (selamd kontrak berlangsung)-
al bermacam ~ macam biaya dan semuanya

Dalam garansi bank diken
) terjamin. Biaya — biaya itu terdiri atas hal

itu menjadi beban (tanggungal

h terjamin

h uang yané wajib dibayar ole

s pemberian gar

adalah sejumla
ansi bank. Jumlah

1. Provisi. Provisi

kepada bank sebagai bal

\——/ . ll
] |usl H h
. Jisi. SO pank olé
:g’ Spam, pemberia” Z :n gara™® ba®

8 Ketentuan P elv




gant@ Ler 1ho8”

109
Simoran kir. P¢€
B hal 126

63

Jumlah garansi pank Rp. 1.000.000,-. Jangka waktu garansi bank tiga
a sebesar 1% setahun, maka terjamin akan

bulan. Apabila provisiny
00.000.-

o X Rp. 1.0 — Rp. 25.000,-
kesimpulan pen

g telah dilakuka

dikenakn provisi 3/12 X 1
at diambil

gertian pahwa dalam

Dari data di atas dap
o atas jasd yan n oleh atau

pat penuntuta
Jakukan perikatan

perikatan terda
nenggunkannnya atau ME

pihak yang !

(kontrak dagang)- [ azimny?
rumlah garansi pank untuk jangka W2

dari para

Besarnya P

(kontrak debitur dan

garansi yan g

(pen

investigasi
itkan garans
diberikan oleh si pem™
(strasi-

menerb

Biaya Admin

10 -
19 Totok pudi,




pihak

pada Su Yarianii
rat Perjanjian Garansi Bank yang ditanda tangani oleh

bank di 3
k dan sl lerjamin.'”

Sem '
. U' v -
a bilaya garans
K. Mengenai provisi, apabila

n Surat Garansi Bank

bank
'dd._ K
pada waktu pcnandatanganan

Sur
at P) L i
erjanjian Gransi Bank tela
aka provisi

h ditandatan
n telah dibayar oleh

tel :

ah diterimakat
in kepada bank ridak dapat ditari

p- palam hal gemacam

gecard

teri :
a
jamin, garansi pank da

Ini, maka P@mbayaran pro
bertahap sesuai Jengan jum
kewajiban membayar provisi g

ua piayd yang (imbul

dan mernbayar sem

m
Chaggung
gsung 5

\

Maupun yang tidak 1an
emberikan
memindahkan atat me

pada pihﬂ

ansi pan

bank lain.




65

a keuangan bukan pank) hanya dapat

garansi
si bank (ti
nk (tidak termasuk lembag

erikan kepada:
padan usaha,

a- sama), atau sebuah

LS
. deorang ate
¢ atau beberapd orang (bersam
baik
yang telal i
g 1 memilikl keduduk i
an sebagd! padan hukum
maupun yang
mpunyai hubungan hukum dengan bank

yan
g bersangkutan

2. N
asaba i
h giro. nasabah kredit. dan ?
Bilamz:
va lamana anda membutuhkan garans! pank. maka Jangkah — Jangkah
ng pe .
1 rlu ditempuh adalah antard Jain, sebagai peiku
- A
pakah anda [ermasu Jam gOIO garl dari plhak atau b dan LIsaha yang
diberik
erikan berikan garansi pank?
Z,
Apablla ya, maka anada dapat mengajukan ermintaan garansi ban
k
epada bank- permintad! ini diajuka? secd gertults
B .
Apabila permintaan anda disetujlli oleh pan maka anda akan diminta
oleh bank untuk M€ nandatangaﬂ surat perjanjia gransi nk perdasarkan
: h pank- Setelah it
ketentuan — cetentua - gyarat yan dltetapkanole itu
a .
nda memintd surat Garans! nk u trtnt
i waktu € entu
_ akan sud jang
Bank pembe”’ garan®! ank menet?? .
: (ny2 ptuk 1182 bula
berlakunya gara 1 bﬂnk yang . ; .
a sebagal terjamm asih
Apabila habi (akuny? aran® panl
is masa ef " erpanjangaﬂ ktllberlaku
Memerluka K aﬂd dapat mefl’lil‘lta 5 P '
nnya. maka o erbahaf"i Jeng? nerbitka

g per

U ;
ntuk jtu, bank ¥2"




66

garansi b
si bank 'y ; i
yang baru, Jugd untuk suatd jangka waktu tertentu misalnya

untuk ti
uk tiga bulan (kedua)
aransi pank secara tertulis

Bagi y :
agi bank dengan adanya permintaan g
mendatang. Oleh

adanya resiko pada waktu

bera o
rt1 ak: -
ikan terjadi kemungkinan
kare .
| na , ,
itu maka sebelum bank memutuskan persetujuannya atas permintaan
|
‘ garansi bs :
11 i bank itu. terlebih dahulu akan mengadakanl penelitian mengenai hal =
1 hal
Sc ]’f 5 .
,r bagai berikut:
[ l. Bawai . ;
| agaimanakah ponafiditds anda yans meminta garans! ban
|
2 .
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! pakah sifat dan nilai (ransaks! yang emerluka? gard J
I _
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| 3. ) . gdengan garansi ban
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| 4 Bl . cendir untu mberikan garans
Bdgalmanakan kemampuan pan jtu S
bank sejumlah yang diminta o bag
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agalmanakah Penilaian ter adap? ) ah —
. a aimana a cara ~
garansi bank yang akan dlbeflkaﬂ dan pbag
pe"gikatannya?1 12 ;
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a
K pah
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e
; den
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pemb ng en ri Jarﬂm 5 a kepad
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terj o yak® tidak
jamin ternyatd cidera 12 I tela diperjﬁ“‘lﬂml
. 2and
pihak o mlﬂan s€ glrﬂﬂﬂ
yang mcnerlmaja
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|.|9’2
uni? ysah® b
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si bank, penerima

pembayaran garan

melaksanakan
lis kepada bank pemberi

Untuk dapat
ntaan gecara tertu

pank Yans
ktu tertentu setelah

Jaminan h:
an harus mengajukan permi
persangkutan.

garansi
~ S1 a -
dengan menyerahkan surat

PCm' " .
lintaan itu  harus diajukan dalam
ditetapkan

berakhi
ak ;
hirnya masa perlakunya qurat gara

dal;
am surs .
surat garansl bank yang persan

i — bukti yans
ransi pank

Mengajukan bukt

telah di
ah ditetapkan dalam surat g2

.
Jaminan, maka jumlah yang
. 1 ayar K€
bank. Hutang yang (imbul 1M harus dibay
.
pat :
selam . pank- Apabila

Jangka waktu tertentt misalty
bayaral’l
teids g
erhitung sejak ianggal 4"
d .
alam jangka waktV emp
i aka”
Maka terhadap hutang ™ i dibwat &
B
erdasarkan hal itt maka
s
Urat perjanjian kredit
eny®

tetan; .

tapi apabila terjamif g
an

pers setelﬂh

Yang disetorkan k€ ba
dep

dibekykan atau peruP




pembayaran garansi b
tersebut dan mcnggunakanny
Apabila dengan cara pcmb
terdapat juga sisa hutan
lebih lanjut guna men

sed
angkan hasilnya di
jelas yraia

ini
Sehu

bungan dengan pem?
hal

m : .

ana terjamin mem

Ma

S

uk dan pungutal =

S .
udah ditetapkan bil

I

S :
ebagaij berikut:

ank. scketika itu juga bank mencairkan jaminan lawan
aran kembali hutang terjamin.

a sebagai pembay

ayaran kembali

cairkan jaminan law

Untuk memperoleh gambaran’ lebih

d. e .
iberikan uraian entang pe
-t melalui pabear,

punyai ke

un gutan

am anakah:
" enegas

Bank sebagai
Bea dan Cukai sebagai
ataukah belum/tidaK menm

ai har < ah meng

Ditjen Bea dan Cuk

kepada bank
d ah diteril‘“

Dilakukan pe

Dalam hubunga"
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kepada _T_)_flj]gﬂ Bea Cukai

tent: ; . g
tang apakah terjamin sudah

ataukah belum/tidak memenuhi
hari sesudah berakhirnya

kewajibannya
') —
Ditjen Bea Cukai mcngajukan

tunutan penagihan kepada bank

3. Tuntutan penagihan dari Ditjen

2 oleh pank

, Bea Cukai diterim
4.Pembayaran dilakukan oleh
bank  (berhubun& tcrjamin
belum memcﬂUhi

kewajibannya)
B 1/

Apabila sampai dengal bata®
m 2 :
enerima tuntutan penagih?”
itu
ayard’ L
;. atas bay abila terd?

b
ertanggung jawab Jag!

mem;i
minta penegasa’ ¢
berlakuny
ima su

ba
nk semacam It maka m
» Bea Cu

Sa :

tu bulan setelah tangga' DIt il
. kepada

Permintaan penegasan pay2®”

Apabila ternyat?

Cuka:
ukai, maka atas pemba
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rti diterangkan di atas dan untuk jelasnya adalah
i

|
terjamin dengan cara sepe

sebagai berikut: |
- |
Langkah Bank }'

ﬁ

Jenis Jaminan Lawan

disetor ke | Uang ini_oleh bank digunakan untuk
l“!

1. Uang tunai yang
tuntutan  penagihan  yang g
i
i

memenuhi

bank

diajukan oleh penerima jaminan

Uang ini oleh bank digunakan untuk

tuntutan penagihan  yang

2. Dana giro yang dibekukan memenuhi
r’ diajukan oleh penerima jaminan. 4,! |
Bank menguangkan deposito ini dan I
r 3. Deposito menggunakannny2 untuk  memenuhi
tuntutan penagihan yang diajukan oleh |
penerima jaminan. |
Bank menjual surat — surat berharga ini, 1\11
sedang hasilnya digunakan  untuk i‘
4, Surat perharg2 |
memenuhi (untutan  penagihan  yang |
diajukan oleh penerima jaminan. t '
Bank menjual surat = surat berharga ini, r
pergerak sedang hasilnya digunakan  untuk 1
5. Barang~ parang memcn“hi runtutan  penagihan  yang |
diajukan oleh penerima jaminan. ’{
Bank menjual surat ~ surat berharga ini, )
sedang hasilnya digunakan untuk “

parang tak /,—/——

6. Barang -
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e

W memenuhi  tuntutan penagihan  yang

diajukan oleh penerima jaminan.

Bank melakukan penagihan, sedang

hasilnya digunakan untuk memenuhi

7. Harta tak perwujud, seperti | tuntutan penagihan Yans diajukan oleh

_ hak lain penerimajaminan.

tagihan dan hak
ya serupa dengan Kepada penerima jaminan, bank tetap

yang sifatn
ah seluruh tuntutan

membayar penuh juml

itu.
penagihan yang dilakukan oleh penerima

jaminan: sedang antard terjamin dan bank

ari dibuat dan ditandatangani perjanjian

kredit dengan ketentuanZ dan syarat2,

tertenttt diantarany@ mengenai:

kepada P® aja - plarfond kredit
- jangka waktu kredit

_ gquku bungd
- jadwal pembayaraf kembali kredit dan
sebagainy?

am hal gemacam ini, maka garansi

ah sifatny?d menjadi perjanjian

pDal
pank perub

kredit- P
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Berakhirnya Penjaminan

k warkat yang diterbitkan oleh bank

Pemberian jaminan dalam bentu

Jam surat garansi bank dicantumkan tanggal mulai

disebut garansi bank. Di da

berlakunya garansi bank.
n dalam bentuk penandatanganan kedua dan

Pemberian jamia
arga berlaku sejak tanggal dilakukan

at — surat berh

seterusnya atas sur
atau lembaga keuangan bukan

pembubuhan tanda tangan oleh pihak bank

bank.
Ada beberapd hal yang menghapuskan atau mengakhiri perjanjian

antara lain:
ianjian pokok, karena sebagaimana

njaminan merupakan perjanjian sampingan
oK. Dengan demikian hapusnya perjanjian

at perjanji
hapuskan penjanjian sampingan.

pdirinys meTS
.niian pokok bisa saja

es sclamd masa tenggang dan

a. perjanjiad pok
°tahuan pfOt
dalam KUHD (kitab undang -

m dagaﬂg)
menurut KUHD dan KUH
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d. Perjanjian pokok dinyatakan batal atas alasan terjamin  tidak
enang melakukan perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal

berw
1821, -tidak ada perjanjian perjanjian penajminanpunl yang bisa
didirikan, jika persetujuan pokoknya tidak sah.”

penerima

an resmi) antara

cord (persetuju

e. Adanya }wmologa.s'i ac
pailit. Dengan

jaminan dan terjami
adanya persctujuan
paili sement. Berarti rerjadi engakhiran perjanjian pokok dan dengan

ang diberikan penjamin.

iri menghapuskaﬂ penjarni
ranjian pokok masih tetap ada-

2. Perjanjian penjaminan ha
i ini meliputi:
skan Kkewajiban penjamin,

Penghapusan sepc
iri menghaP"

pebaskan penjamin
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n bara
ng itu dari
arl tan
gan penerima jami
inan. D
., Dalam
hal

men
untut pencab
uta
minan d
an di
dibebaskan da i
ri se
gala

seperti |

i ini |

ikatan k apuslah perjan!

cewaijl o
jiba j .

n terjamin yang dij
jjaminn ]

ya. 3

319 g 324

erjanjian. hal-
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Aplikasi Garansi Bank
garansi pank) dilakukan dalam

njaminan (dengan

Realitanya, praktek pe
an tujuannya yaitu

nsi bank digun
ransaski dagan

asukan pabean;

akan sesuai deng

n barang,

3 segi. Pertama, gara
g. Seperti penyeraha

guat) dalam 1
pengeluaran barang,

penjaminan (pen
untuk mendapatkan ceterangan P

tender pembangunan/proyek~ kep®

atau memberikan ganti rug-
Garansi bank dapat dal

i provisi yang dikenakan: Ini terdiri
yang yupiabh, Y2

dan garansi pank

dari s€&
ng dikenakan

uang asing (luar negeri)- Ketigd

garansi pank dalam ma

dari 2 bentuk, Yyait
administfasi

k dikenakﬂ

tetapi biﬂya
p bank Y2

kutan, Yansg

n provisi
ng persang

provisi dan tida

dalam valuta asing yan

dikeluarkan denga” perd
akan dalam
nenjamin &

Garansi pank telah

dijelaskan di atas

dalam teori,

garansi bank dilandasai

- n da!’i P . de
undang dagang: 1y tidak ses™

garansi bank dikata
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alam garansi bank, seperti kontrak

/ang
yang telah mengaturnya. Segala sesuatu d
pengambile i i isi. bi
ilan biaya Jasd (provist, biaya administrasi), pelaksanaan hak dan
kewaji i ‘
jiban debitur, kreditur, dan penjamin (bank)). Semua pelaksaan tunduk

nvcnsional.
ransi bank.

pada peraturan secara KO
awasi praktek ga

idak secara Jan

dan kewajiban €
m kebendad? (perd

masuk dalam Tuans lingkuP i

permasalahan yang terjad

penyalahgunaanl garansi

selanjutnya akan
arans

Ada salah satu conto

utuh pelaksaaa’ gar

Sebagaimana dipapark®”

memuat syarat mini
1 .
. Terjamin tundy

tentang pembefia“
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o
erjami - _ peratu
jamin tunduk kepada i j—i P a
intrukst intruksi dan
[ peraturan ratur
n yang

b s

dikeluark
an oleh pcmermtah dan BankK [ndonesia Sertd kelazim
an

Pﬁrbankan.l P

Dan contoh praktek garan
ank garansi akan lebih jelas melalui

prinsip dari b
uber Cemerl

Gambaran mengenai
ang ingin membeli satu set

ilustrasi s .
strasi sebagal perikut i, PT S
maka

m 1 H
esin tekstil dari pT Hidup Baru-

muncul kesepakatan bahwa harga %
FG400c. pcmbayaran seta parang tiba di pembeli dan dinyatakan dalam
keadaan baik. Selan tnyas nasalah MY cul karend pT Sumber Cemerlang dan
PT Hidup Bart pelum saling meﬂgeﬂal- sehings® merek® b= bisa seE
mempercayai (ikad baik nasing ~ masing pihak- pT Hidup Baru sebagd!
penjual merasd men gguné resik cukup esarl karen? payaran O
dilakukan <ctalah barang sampd di embell schingé Kemungkind
pembeli menerima rang rapi K mudia ridak mernbayar dengal perbagal
) i uang crusahad atau
macam sebab- Penyebab y bi ketldakpas e
¥ gkatﬂya antard i dan penjud
adanya itikad tidak paik dar pembell isipas! masd h gersebu® maka
el e SEVENE & percayaa Untd engd®" " syaratkan agar
Sebagai prasyarat dilak”k ’ erjanjia nsi pank- Hidup Bar
PT Sumber Ccmerlang enyerahka“ " cukuP diperc? gehing&?
pank sakti ¢ ag? an oleh pank

m
emandang bah%?
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rbitkan maka perjanjian dapat

garansi, dan setelah garansi pank dite
i ternyatd pT Sumber Cemerlang cidera

dilaksanakan. Apabila dikemudian har
aran sejumlah uang tertenty sesuai dengan

clakukan pembay

janji untuk m
utkan dalam s€

rtifikat garansi bank.

minal yang diseb

jumlah no
Proses Garansi Bank
Berdasarkan contoh di ata% prosess garanst pank secard lebih lengkap
diuraikan dalam tahap ™~ hap perikut 101
. Negosiasi aw;l antard penjual dan pembel bR
a. Harga barang Rp- 100-000'000’— ,
n Jilakuka? setelah parang sampai di

b. Cara pembayaran.

tempat pel
c. Tipe: FG4OOG
d. Tenjual

2. Pembeli engajukal

dengan

Perjanjian tersebut !
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Nilai
garansi bank. Nilai
o . Nilat garansi pank tidak harus sama d
e y engan nilai j
c | jual
cil atau lebih besar, tergantung pada ke ki
sepa atan antara

pembe i
eli dan pcnjual serta pank.
Dalan
1 kasus ini di i
landalkan pilain
ya sama dengan nilai
i barang R
p.

100.000.000.-
Setoran jami .
uang scbag:ian'ja: e Comerie® waj? menyerefike! sejumlah

| inan untuk menunjuka komitmen untuk tidak
melakukan cidera janji
Setoran jaminan ini sebesar 10% dari pilai garansi pank ( 10 000.000,-)
Agunan tambahan. resiko g ditanggung pank Jiantisipast deng
penyerahan agunan tamb han oleh permoh an ban garans!
Provisi, biaya penerbita” garansi pank YA parus i yar oleh pemohion
sebelum diterbitkan
Bank garansi jiterbitkan @ siseralik kepad? gumber HiO*7
Perjanjian direalisasikan dan penjual engiri rang pembeh
Kemungkinan 1
PT Sumber cemerlang menepati perjanjia deng?®" embaye® "™
kepada Pembeli dan selanjumya: i ke pank
a. Penjual tid? memp yai jasal untuk ‘“elakuwn
b. Sertifikat 82 ank dikﬁmbalika e bank]

pelt
¢. Setoran jam em k2 o peli
d. Agunan tambah " Jike ahkan kePada
si seles?
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Kemungkinan 11
yaitu pada saat yang telah

~ O
I 1 Sumber Cemcrlanu
=
anjutnya'.

d’ carmaleatl
isepakatl tidak dapat me

L PT Hi
T Hidup Bard melakukan

sertifikat garansi ba

b. Bank
1 membayar seju Jah pominal
100.000.000-
c. S .
etoran jaminan dlgunakn sebagai p aran pert ma atas Kkewajiban
ydngtimbui dari gumbe merlangkepadaban
4 Si
S158 kewajibanl pPT gumber merlang
= pembayard Jail _ getoran) ina
Rp. 100.000 000 — RP 10.000 000
Rp. 90.000-00
% Bisa Kkewajibal rersebut giubal enjad kredit piasa Y21 hart
dibayar bese b ngany Bunga yang perld kan piasany? adala
nalty- Seand inya tingkat
bunga pinja™ gmu™ dita™ Jengd” pend? k
) 0% P tahunts aka N8 at
bunga Yane perlak! di pank itu @ alah
. Adi kredi ers ¢ adal 30% *
bunga ban nsi yang efek’uf mens? |
or 18 un a waktv dar! kredi
0,
de"dafpenal cbesd! %) = /o P _
{a ptard pma pank da
jala pasil sop?k?
tersebut pad? qsarmy? g
PT Sumbel Cemerlang it oser® pung?
. kre
erlang meluna51 kr

f.
pT Sumberl Cem
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o kepada PT gumber Cemerlang

0. Ag
gunan tambahan dikembalika

h P[’ S b I g
> O-.eg ¢ <
h dnl\ ga al’Li Selesai

_____,_;-——"'
Bank Sakti
/
_ /’ 8 HE -

B
. Analisi
nalisis Hukum [slam

Ga i m
"
ansl pank 1eﬂj3di
erekonomian,

perdagangan
sarana yang M
salah satunya-

Kebutuhan aka" g o "
transaksi dalam sekald tidak "
Zalgh/langsungq mulai dari modal yaﬂg  an

oy st
epada tingkat kepercayaaﬂ an
garansi bank sebagdi @ g g o
it ] K garansi

Peran itu t

e
m i
perlancarad transaksl'
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proses :
(permintaan garansi bank) sampal aKnir. noHe
penunaian i o
kewajiban, penyelasaian permaslahan dan pengambilan bi
iaya
tkan hukum agama (Islam

n status hukum dari garansi bank

). Oleh karena itu

S .

emua dilakukan tanpa meliba
dalam penggunaan da
Jam tentang pencrapan
rhadap masalah garans$

untuk lebih yakinnya
garansi bank.

ak :

an dilakukan pengkajian lebih da
gh kontemporer 1€ i bank tidak
p dan hukum Isla

han (kontrak)

m dalam kontrak.

aransi bank yans

Adapun pandangan fi

d
apat terlepas dari prinsip ~ prinsi
entang pembole

Perlu dikaji kembali t
bahwa

parkan di atas,

Gebagaimand dipa

ukum [slam.
dalam Islam sudah

disesuaikan dengan h
pjaminan dan

a -
garansi bank termasuk dalam masalah pe

dikenal yaitu kafdlah-

Tinjauan ulama
o (e °
diqiyaskan

bank termasuk dalam kafd
dikaji satuan hal yang ada o i
kafalah,.
Akad

Peraturan pada contoh 5 merupakaf‘
hanya mementingka salah S ok O si. Tidak
bank sering tidak transp2
Seperti, jumiah provisi yan bork™”

di a8 et

Dari praktek gafa"Si

8aranc;
ransi bank, sep®
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peraturan —
peraturan tentang i i
g pemberian garansi bank i
yang ditetapkan ol
eh
_ intruksi dan peraturan — peraturan

iamin tunduk kepada intrukst

bank dan terje
kelaziman

:\;"an ] 1oliark 1

g dikeluarkan oleh pcmermtah dan Bank [ndonesia serta
ndakan pelaksan
dan tidak adaf

nsep Kesepakatan perjanjian den

aan perbankan harus disesuaikan dengan

rkompromi.

perbankan. Ini mene
uang lagi untuk be

1dah ditetapkan
gan nama »akad”.

ketentuan yang st

Dalam Islam dikenal ko
memberikan definisi akad

Menurut para ahli hukum [slam Gumh“r ulama)

ijab da

b Kkabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
uatu yang

»l

sebagai “pertalian
17 Pengan pegitu S¢S

bat hukum
yang it akan

menimbulkan aki
hukum Jslam)

diperjanjikan (ac
berdampak pada hukum objek per!

m Per llﬂda

Kosep Kontrak dala
misall‘l)’a
Kkan kontrak

kecendrungan unt
kontrak yang sebelun
sepcara sepihak sebd

berulan erbagai ' g sudal

Dalam kon

pihak perusahad® yao

lagi, dan sebagid”




necosiast :
egosiasi dengan pihak ~konsumer, y

kt‘&’vepakatan.1 1
Perjanjian baku dibuat tidak memerlukan waktu yang lam
u muncul dengan latar belakang sosial

Jadi kontrak bak

ku telah diguna

melakukan negosiasi-
kan secard luas dal

ekonomi, dan praktis. Kontrak ba
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ang baru diisi setalah diperoleh

a untuk

2

am dunia

bisnis sejak lebih dari delapan puluh hu
karena dunia bisnis membutuhkannya dan asyarakat menerimany
Pengaturan Kontrak Baku Secd™ syariah

melakukan perjanjian dengan

i kebebasan untu
siapapun. perjanjian antar

bersifat privat, artiny@ han

lain tidak mempunyai

Negara hanya pihak bisa mela

apabila salah satu P

yang lemah. Negar? me

mempunyai posis| yan
memenuhi syarat ~
. angd"

KUH Perdata) ridak b0

berlaku, ketertiba™

itu tidak boleh

KHUPerdata) ataupu”

4

18 . ‘
]"done : Gemala Dewl- AS
siq, (Jakarta: Kene&™
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SCd o % .
angkan jika seseorang membuat perjanjian, apapun bentuk perjanjian
asalkan tidak

atau ontrak dagans lainnya,

tersebut, baik jual beli
perjanjian tersbut tetap

be y
rtentangan dengan hal — hal tersebut di atas maka
manapun yang berhak membatalkan kecuali atas

sah dan tidak ada otoritas

ah pihak. Hal perilaku atau keadaan

kesepakatan kedud bel yang megikat
disebut “qsa »  Asas kebebasan

sitif diatur da

demikian adalah
jam pasal 1338 ayat | KUHPerdata

kontrak ini dalam hukum PO
ng dibuat

perjaﬂj jan Y@

“semua
g membuatnya.”

yang berbunyi.

mereka yan
kebebasan

ada prinsipnnya j mengatul asas

undang — undang bagi

an [slam P

ugad

Hukum perikat

dalam :
atan atau

g dituangka”
SAW. yaity suatu perik

berkontrak yan

ayat 29, dan hadits Nabi
awmma

perjanjian ak
yang terwujud dalam

Namun demikian terte

rangka pembatasa’ atas 859
mendasdr

pembatasan —

dalam peratural hukt
man
n per

hanya berkaitan deng?” ha

dalam kontrak syari 2
ta
pembuatan suatt kOntrak af
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a. Hal yan . .
g diperjanjiakan d :
an objek transaksi haru
slah halal menu
rut

syari‘ah
b. Tidak
terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad
mapun

prestasi yang diperjanjikan
c. - :
Para pihak ridak saling men-zhalimi.”9

d
. Transaksi haruslah adil
ng maisir (penjudian) dan

e. s
Transaksi tidak mengandy
f. . .
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b. Al-Aini dala c; lrn azlarl';qbasrxt

.carakhsY! a -Ma

fj’. ‘A\:'-Sa hi zl-lsfa j dala Al-MU dat Gharib al-Qur;an

e. muha m Ali al-sha ni dald ' gl-Bayan

f. Muh3d ad Abu zahrah dal fi al-Rib2

g- Yusu at-Q dhawy dalamfa j-Bunuk

h. W h al-Z haily dalam Al-Fid -Isla illatub
pungd yang atas p aman (Qardh) yang D bhuruk dari r:jt?: yarll(g di
haramkan Allah sWT dalam Al—Quran,k rena dalam iba aha Zn;al ikenakan

232 caat jatuh temp0- > ng dald tem phan sudd angsung
‘.i'é‘é?a:gﬁ ?,ej kzgag;g:: ?uf&'a pank oleh perbaga! forum Ulama Internasnonal,
antara jain: 1
’ di Al- par M ir pada e
‘:‘; ng'} :_'ua:l_ﬁ;:qh a|_15|lasmy Negd a-nzeg " OKIbYang dssele arakan di Jeddah
' 6 H sember
16 abiv) pwal 14A(\)lam/al-lslamy, keputusd 6 Sidand X yand
112-19 ab 1406 H.

Keputus
Keputusan upreme gharid |
L it
a
rl?: n: " san "_';;3:2‘3‘" bjn‘;% Tarjin Mu mmdivah v} 968 di sidoar]o yang ) |
mepn nkan P Muhamm iyah untuk me gus ha ujudny3 _onseps
y erekono® khususnya baga P rbanka i dengan kaidah
un di Bandar Lampund yand
tanpd punga-







Bl
i}

PERJANJIAN GARANSI
Kesepak i i
pakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangka
sebut perjanjian bank garansi vide pasal 1824 KU;

dalam suatu perjanjian yang di
kan bahwa penaggungan (jaminan) harus
ak harus secara tertulis. Namun sebagaimana

g crdata, pasal tersebut menentu

l altftntukan secara tegas meski tid

zimnya, suatu perjanjian perbankan selalu ditu
, angkan dal

untuk menjamin kepentin i e O e a.kti{.tertlﬂls

garansi bank tersebut pank akan me

untuk diserahkan kepa
(1981 : 26) Surat P
erkut :

erjanjian Garansi Baok memuat syarat

Menurut Anwari
minimal sebagai b
garansi pank

l
2. j garanst b
3. Tanggal mulai ber serta jangka waktu garansi bank
4 edudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macan jaminan lawan yang diserahikatl oleh jaminan kepada pank
serta nilaiy?
iami duk kepad2 ketentuan — Ketentuan dan peraturan —
i bank yang ditetapkan oleh bank

emberian garansi b
i si— intruksi dan peraturan — pera
serta kelaziman

Bod W —
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. 8 garans’ ank y ibayar oleh terjamin
9. 9. Terjamin peri kuas2 yang at dicabut kembali kepada bank
aktu — mencairkan :aminan lawan gu melunasi hutang
akannya pembayaran garansi b
pemberian

Jaksan
ang timbul sehubungal dengan

nk tersebut-
SKBI No. 11/ 110 tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang perjanjian
ank. SKBI rersebut hay? menentukall hal — hal minimal yang

garansi .
Bt dalam satt 83727 bank.
pasal 2 butir 7 SKBI mengatur syarat minimal dalam garansi bank sebagai perikut
. Judul garansi pank atau pank ggransj .
2- 2 Nama dan alamat bank peqlgen garanst
' Tan al penerbitan garansi ¢ | |
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. 8 Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayarat
dn menjual benda - benda terjamin

?engamerlebm dahulu menyita
nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai den
gan pasal
1831 K UHPerdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan
Kk menuntut supayd benda — benda terjamin

bank istimewanya untu
hulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya

(nasabah) lebih da
pasal 1832 KUHPerdata.

[ menentukan hal yan

vide

g tidak dimuat dalam garansi bank

Pasal 2 butir 3 SKB

sebagai berikut -
s dipenuhi untuk

1. Syarat — gyarat yang terlebih dahulu haru
perlakunya gararlsi b
n bahwa garansi dibatalkan secard

~ Ketentud
sepihak
. vajibkan untuk bersikap selektif

pank dapat diubah atau

asi risiko dalam penerbitan
icounter garaniy)

setara dengan nilai

tersebut tidak harus




Tabel 1

Jumlah JaminaZ Lawan W
1. Uang tunai yang disetor ke bank 100 %
5. Danagiro yang dibekukan 100 %
3. Deposit0 100 %
4. Surat-— surat perhargd 100 %
150%

150%

150%

1500/0

< pilai garansi
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Produk
Asura -
nsi Kredit yang termasuk kedalam Jenis Asu

ransi adalah:

1I As
uransi Kredit Modal Kerja

gBJEK
ERTANGGUNGAN

VALUTA
ERTANGGUNGAN

JANGKA WAKTU
TANGGUNGAN

DEBITUR
TERTANGGUNG

:ENGAJUAN
ERTANGGUNGAN

glsn(o YANG
ITANGGUNG

RISK SHARING

HAK TUNTUTAN
GANTI RUGI

PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI
RUGI

BESARNYA GANTI
RUGI

SUBROGASI

IAYA
gBRTANGGUNGAN

Kredit Modal Kerja (Ekspor / Non-Ekspor)

m valuta Rupiah dan/atau Dollar Amerika Serikat

Dala
redit, maksimal 12 bulan

Sesuai jangka waktu K

ortir/Non EkspoO

ekspor/kontrak penJualan atau
case by Casé dan Asuransi ASEI akan menerbitkan Keputusan
untuk setiap Debitur. - S
an Debitur

Limit Pertanggung'an o
Kerugian Bank atas pencairan Kredit yand disebabk
gagal melunasi Kredit (Kredit dinyatakan kolektibilitas 5) kecua li
kemacetan kredit yang disebabkan oleh :

ya sesuai

tidak menja!ankan kewajibann

Tertanggung d
pedoman Perkreditan/Memorandum Kredit.
Kerugian yang dapat ditutup oleh Asu

jainnya.

ransi Kerugian

Asuransl ASEI

70%
segera diajukan setelah Kredit
ktibilitas 5)-

Tuntutan Ganti Rugi dapat
orikan macet (kole
aikan proses

o caido darl -debet Rekening
fc_linyatakan macet

adanya

setelah




FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
KAFALAH
Mene
tapkan : FATWA TENTANG KAFALAH
Pertg
ma : Ketentuan Umum Kafalah:
1. Pemyataan ijjab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak
2 mereka dalam mengadakan kontrak akad).
. Dalam akad kafalah, enjamin dapat menerima imbalan (fee) sepaniand tidak
_memberatkan.
3. Kafalah dengan jtripalan persifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secard sepihak.
Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah
1. Pihak penjamin g(aﬁil) yd perakal sehat
] ligh (dewas3 n .
2 g:r'rg\ak( enu tuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela
(ridha) dengan tanggungan falah tersé ut.
ng ( hiil, { ‘anhvu .
nnya ( jutang) kepada penjamin.

. perakal sehat. «ul Bih n
4. Obyek P&rgfumiﬂ:af:‘ (Mo gungan pihak/orang ¥an9 perhutang, baik berupa wang,
maupun pekerjaan-
h enjamin.
dilaksanakan °‘.eut pn mengikat (lazim), ¥

Bisa P
Harus merupad an P!

- : kan.

atau dibe ifikasinya-

setelah dibaya’ i
Harus jelas nilai, ymiah dan SPe3 i
Tidak gertentang';n dengan syari ah (dnharamkan).

ang tidaK mungki

pQ 0OU

benda,

.

n hapus kecuali




Prody )
k Asuransi Kredit yang termasuk kedal

0BJEK
PERTANGGUNGAN
VALUTA
PERTANGGUNGAN

f,ANGKA WAKTU
ERTANGGUNGAN

DEBITUR
TERTANGGUNG

zENGAJUAN
ERTANGGUNGAN

RISIKO YANG
DITANGGUNG

RISK SHARING

HAK TUNTUTAN
GANTI RUGI

PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI
RUGI

BESARNYA GANTI
RUGI

SUBROGASI

BIAYA
PBRTANGGUNGAN

am Jenis Asuransi adalah:

1,
Asuransi Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja (Ekspor/ Non-Ekspor)

Dalam valuta Rupiah dan/#au Dollar Amerika Serikat

Sesuai jangka waktu Kredit, maksiraal 12 bulan

rtir/Non Eksportir yang te'ah mempunyai kontrak

ekspor/kontrak penjualan atau rencana penjualan.

Case by Case dan Asuransi ASEI akan menerbitkan Keputusan

Limit pertanggungan untuk setiap Debitur.

Kerugian Bank atas pencairan Kredit yand disebabkan Debitur
agal melunasi Kredit (Kredit dinyatakan kolektinilitas 5) kecuali

ke.nacetan kredit yang disebabkan cleh :

EkspoO

tidak menjalankan kewajibannya sesuai

/Mernorandum Kredit.
dapat ditutup oleh Asuransi Kerugian

Tertanggung
pedoman perkreditan

Kerugian yangd
iainnya.

Asuransi ASEI BPANK
70% 30%

ugi dapat segera diajukan setelah Kredit
cet (kolektihilitas 5).
aikan proses Tuntutan Ganti Rugi dari

penanggung \
Tertanggungd selama 30 hari dan akan membayarkan ganti rugi
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat

persetujuan Ganti Rugi.
70%o dari Nilai Kerugian

Tuntutan Ganti R
dikategorikan ma

Nilai Kerugian adalah sebesar saldo dari debet Rekening
pinjaman Debitur ada saat kredit dinyatakan macet
/kolektibilitas 5, maksimum sebesar Plafon Kredit.

yang timbul  setelah adanya

Hak penanggung
anti rugi oleh Penanggung

pembayaran g
5 hak subrogasi adalah sebesar

pesarny
Ganti Rugi-

pembayaran

premi x Plafon Kredit

Biaya Administarsi

pea Meteral

besar 1,50% s/d 2,00 p.@

nakan berdasarkan Deklarasi

premi S€

a tersebut d:atas dike
diajukan Bank.

Biaya-biaY
yang telah




